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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te r sebu t  d ibawah  in i  

da lam perkara  anta ra  :

1. YUSAK  SAMUEL  BISI  WONATOREY, 

S. Ip . ,SH . ,MBA. ,Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Wiraswasta ,  Tempat  Tingga l  d i  

Ja lan  Jendera l  Sudi rman  RT.  O3.  RW IV ,  

Kelu rahan  Klag i ,  kota  Sorong  Prov ins i  Papua  

Bara t ;

2. ISMAIL  SIRFEFA,  S. Sos.  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

Tempat  Tingga l  d i  Ja lan  Pas i r  Wosi ,  kota  

Manokwar i ,  Prov ins i  Papua Bara t ;

Dalam perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  

ADOLF  WARAMORI,  SH. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Advokad  dan  Konsu l t an  

hukum,  tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Seko lah  

Nomor  16  Dis t r i k  Abepura ,  kota  Jayapura ,  

Prov ins i  Papua,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  23 Mei  2011;

Selan ju t nya  d isebu t  sebaga i  :  PARA 

PENGGUGAT;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M E L A W A 
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N- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOMISI  PEMILIHAN  PEMILIHAN  UMUM PROVINSI  PAPUA  BARAT,  

Berkedudukan  di  Ja lan  Merdeka,  Nomor  43 

Manokwar i ,  Prov ins i  Papua Bara t ;

Dalam perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  

DEMIANUS  WANEY,  SH. ,MH. ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Advokat ,  a lamat  

kanto r / a t t e r ney  of f i c e  Demianus  Waney 

SH. ,MH & Assoc ia tes  kompleks  Swafen  Permai  

Nomor  19,  Manokwar i ,  Prov ins i  Papua  Bara t ,  

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  

31 Mei  2011;

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  :  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t ;

1. Telah   membaca   Penetapan   Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  Nomor  :  31/PEN- MH/2011/PTUN.JPR,  tangga l  

27 Mei  2011,  Tentang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim;

2. Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

31/PEN- PP/2011/  PTUN.JPR,  tangga l  27  Mei  2011  Tentang  

Pemer iksaan  Pers iapan ;

3. Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

31/PEN- HS/2011/  PTUN.JPR,  tangga l  06  Jun i  2011,  Tentang  

Har i  Sidang;

4. Telah  membaca  berkas  perkara  dan  memer iksa  sura t - sura t  

bukt i  dan  kete rangan- kete rangan  saks i  yang  dia jukan  ser ta  

mendengar  kete rangan  Para  Pihak  dalam pers idangan ;
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TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  Sura t  

Gugatannya  tangga l  25  Mei  2011,  yang  di te r ima  dan  d ida f t a r kan  

di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

tangga l  25  Mei  2011,  dengan  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

31/G.TUN/2011/  PTUN.JPR,  yang  mana  te lah  dipe rba i k i  da lam 

Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  06  Jun i  2011,  mengemukakan  

alasan- alasan  dalam  gugatan  yang  untuk  se lengkapnya  sebaga i  

ber i ku t  :

Bahwa yang menjad i  ob jek  Gugatan  dalam perkara  in i  ada lah  :

Sura t  Keputusan  berupa  Ber i t a  Acara  Nomor  :  18/BA/KPU- PB/2011,  

tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  

Calon  yang  memenuhi  syara t  pene l i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011 ;

Adapun yang  menjad i  a lasan- alasan  gugatan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  sesua i  dengan  Sura t  Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung  

Republ i k  Indones ia  Nomor:  07  Tahun  2010  Tentang  Petun juk  

Tekn is  Sengketa  Mengenai  Permi l i h an  Umum Kepala  Daerah  

(P ILKADA),  yang  anta ra  la i n  menyebutkan  :  Di  da lam 

kenyataan  pelaksanaan  penye lenggaraan  PILKADA di l apangan ,  

sebe lum meningka t  pada tahap  pemungutan  suara  pengh i t ungan  

suara  (pencob losan  atau  pencont rengan) ,  te l ah  d i l akukan  

berbaga i  pentahapan ,  misa lnya  tahap  pendaf ta ran  pemi l i h ,  

tahap  penca lonan  peser ta ,  tahap  masa  kampanye,  dan  

sebaga inya .  Pada  tahap - tahap  te rsebu t  sudah  ada 

keputusan - keputusan  yang  di t e rb i t k an  oleh  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  (besch i kk i ng ) ,  ya i t u  keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum di  t i ngka t  Pusat  dan Daerah ;

2. Keputusan - keputusan  te rsebu t  yang  belum  atau  t i dak  

merupakan  "has i l  pemi l i han  umum" dapat  digo longkan  sebaga i  

keputusan  di  b idang  urusan  pemer in tahan ,  dan  o leh  
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karenanya  sepan jang  keputusan  te rsebu t  memenuhi  cr i t e r i a  

Pasal  I  but i r  3 Undang- Undang ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  maka  te tap  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  untuk  memer iksa  dan mengadi l i n ya ;

3. Bahwa berdasarkan  ura ian  yur i d i s  sebaga imana  dimaksudkan  

Sura t  Edaran  Ketua  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  Nomor  

:  07  Tahun  2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengenai  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  (PILKADA)  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  yang  menjad i  obyek  sengketa  PILKADA di  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  Sura t  Keputusan ;  sedangkan  

berdasarkan  Pasa l  46  ayat  (1 )  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  :  14  Tahun  2011  ten tang  

Perubahan  Keputusan  KPU Nomor  05  Tahun  2010  Tentang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  Papua Bara t ,  maka 

yang  dimaksud  dengan  Ber i t a  Acara  ada lah  keputusan  karena  

te l ah  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  Badan  

Hukum Perda ta ,  seh ingga  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Tergugat  (Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Bara t )  berupa  Ber i t a  Acara  

Nomor  :  18  /  BA /  KPU- PB /  2011  ten tang  Pleno  Penetapan  

Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun 2011;

4. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  55 Undang- Undang Nomor :  

5 Tahun  1986,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  d imana  

Sura t  Keputusan  Tergugat  berupa  Ber i t a  Acara  Nomor  :  18 /  

BA /  KPU- PB /  2011  ten tang  Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  

Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  

Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  

2011 dike lua r kan  pada tangga l  29 Apr i l  2011 dan dise rahkan  

kepada  Para  Penggugat  pada  tangga l  5  Mei  2011,  sedangkan  

gugatan  in i  d ia j ukan  pada  tangga l  25  Mei  2011,  maka 

penga juan  gugatan  in i  masih  da lam  tenggang  waktu  yang  

di ten tukan  oleh  undang - undang;

5. Bahwa Sura t  Keputusan  Tergugat  yang  menjad i  obyek  sengketa  
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dalam perkara  in i  te lah  memenuhi  unsur - unsur  yang  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  seseorang  atau  Badan  Hukum Perda ta ,  karena  

dike lua rkan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  

melaksanakan  fungs i  untuk  menyelenggarakan  urusan  

pemer in tahan  baik  d i  pusat  maupun  di  daerah .  Hal  in i  

sesua i  dengan  Undang- Undang  Nomor  :  5 Tahun  1986,  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  te l ah  di rubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  sesua i  Pasa l  I  angka  

7,  8,  dan  9,  ten tang  Perubahan  Kedua  Undang - Undang  No.  5 

Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

6. Bahwa Para  Penggugat  ada lah  pasangan  Bakal  Calon  Gubernur  

dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua Bara t  yang  d idukung  dan  

atau  dia j ukan  oleh  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  d i  Prov ins i  

Papua Bara t  yang  te rd i r i  dar i ;

1.  Par ta i  Pengusaha  dan  Peker j a  Indones ia  (PPPI )   suara  sah  
= 4.321 ;  

2.  Par ta i  Karya  Per juangan (PKP) suara  sah  =
3.003 ;

3.  Par ta i  Buruh (PB) suara  sah  =
2.469 ;

4.  Par ta i  Indones ia  Baru (P IB) suara  sah  =
6.092 ;

5.  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa (PKPB) suara  sah  =
4.350 ;

6.  Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l (PPRN) suara  sah  = 
11.364 ;

7.  Par ta i  Persa tuan  Daerah (PPD) suara  sah  =
2.956 ;

8.  Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia (PKDI ) suara  sah  =  
5.024 ;

9.  Par ta i  Keadi l an  dan Persa tuan  Indones ia  (PKPI ) suara  sah  = 
1.220 ;

10.  Par ta i  Ser i ka t  Indones ia (PSI ) suara  sah  =

Hal .  5 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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2.038 ;

11.  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra (P IS) suara  sah  =
6.134 ;

12.  Par ta i  Demokras i  Pembaruan (PDP) suara  sah  =
6.915 ;

13.  Par ta i  Kesatuan  Nahdatu l  Ulama (PKNU) suara  sah  =
1.152 ;

14.  Par ta i  Kedaula tan (PK) suara  sah  =
5.976 ;

15.  Par ta i  Bin tang (PBR) suara  sah  =
5.930 ;

16.  Par ta i  Republ i kan (PRN) suara  sah  =  
3.592 ;

JUMLAH TOTAL SUARA SAH PARTAI  PENDUKUNG = 72.506 ;

( tu j uh  puluh  dua r ibu  l ima  ra tus  enam);

7. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  hukum  yang  ber laku ,  

Par ta i - Par ta i  Pendukung  yang  mencalonkan  Para  Penggugat  

sebaga imana  disebu tkan  pada  pos i t a  angka  6  (enam)  te l ah  

memenuhi  sega la  persyara tan  yang  d i t en tukan  pera tu ran  

perundang - undangan  yang  ber laku ,  yakn i  Pasa l  59  ayat  (5 )  

huru f  a,  b,  c lan  c  Undang- Undang  Nomor  :  32  Tahun  2004;  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  6  Tahun  2005  Pasa l  37  ayat  

(1 )  dan  ayat  (2 ) ,  ser ta  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Calon  Kepala  Daerah  dan  Calon  Waki l  

Kepala  Daerah  Pasa l  4 ayat  (3 )  huru f  b,  dan ayat  (5 ) ;  c lan  

te l ah  pula  memenuhi  dan  bahkan  meleb ih i  syara t  min ima l  

dukungan  suara  sah  sebesar  58.750  suara  sah  dan/a tau  te l ah  

memenuhl  15 % dar i  jumlah  suara  sah  sebaga imana  di ten tukan  

dalam Keputusan  Tergugat  Nomor:  3 Tahun 2010;

8. Bahwa  Para  Penggugat  te l ah  mendaf ta r  sebaga i  Pasangan  

Bakal  Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  pada  tangga l  15  Maret  2011  kepada  Tergugat  (Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Bara t )  sesua i  dengan  

Keputusan  Tergugat  Nomor  :  13 Tahun 2011 ten tang  Perubahan  
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Penetapan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  Tahun  2011,  dan  te l ah  memenuhi  syara t  sebaga imana  

keten tuan  pera tu ran  perundang - undangan  yang  ber laku ,  ya i t u  

Pasal  41  dan  42  Pera tu ran  Perner i n t ah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  6  Tahun  2005  ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan  

Pengangkatan ,  dan  Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  ser ta  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

13 Tahun  2010  ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ;

9. Bahwa sesua i  dengan  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  13  Tahun  

2011  ten tang  Perubahan  Penetapan  Tahapan,  Program,  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  Tahun  2011,  Tergugat - pun 

te lah  melakukan  ver i f i k as i  terhadap  Para  Penggugat ,  yakn i  

Ver i f i k a s i  Tahap  Per tama  pada  tangga l  17  sampai  dengan  22 

Maret  2011;  d imana  dalam  tahapan  ver i f i k a s i  per tama,  

Tergugat  secara  tegas  te lah  menyatakan  bahwa hal - ha l  yang  

berhubungan  dengan  berkas  penga juan  ca lon ,  te lah  

te rpenuh i .  Begi tupun  da lam  Ver i f i k a s i  Kedua  pada  tangga l  

23  Maret  sampai  dengan  tangga l  8  Apr i l  2011,  d imana  Para  

Penggugat  diha ruskan  oleh  Tergugat  untuk  melengkap i  lag i  

syara t  admin i s t r a t i v e  yang  te rd i r i  dar i  :  Sura t  Kete rangan  

Kesehatan ,  Sura t  Keterangan  Tidak  Dinya takan  Pai l i t  dan  

SKCK,  akan  te tap i  sebe lum  batas  waktu  tangga l  8  Apr i l  

2011,  sega la  persyara tan  te rsebu t  te l ah  d ipenuh i  secara  

sempurna ,  seh ingga  se lan ju t nya  Tergugat  member ikan  chek  

l i s t  pada  semua  ko lom  persyara tan  sebaga i  tanda  bahwa 

sernua  persyara tan  te l ah  dipenuh i  secara  sempurna  oleh  

Para  Penggugat ;

10. Bahwa  akan  te tap i  anehnya,  seka l i pun  Tergugat  te l ah  

se lesa i  melaksanakan  Tahapan  Ver i f i k a s i  te rhadap  Para  

Penggugat ,  seh ingga  seharusnya  Tergugat  melaksanakan  

tahapan  ber i ku tnya  sesua i  dengan  jadwal  yang  te lah  

di te t apkannya ,  namun  tanpa  alasan  dan  dasar  hukum yang  

je l as ,  Tergugat  dengan  sewenang - wenang  membuka  lag i  
Hal .  7 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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Penc la f t a r an  Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  yang  

dimula i  se jak  tangga l  1 Apr i l  sampai  dengan  7 Apr i l  2011,  

dan  pada  tahapan  in i ,  te lah  mendaf ta r  kepada  Tergugat  

sebanyak  3 Pasangan  Calon ;

11. Bahwa  se lan ju t nya  ber tu ru t - tu ru t ,  Tergugat  menyerahkan  

sura t  kepada  Para  Penggugat ,  yakn i  :  Sura t  Nomor  :  

62/KPU- Prov .032 / IV /2011 ,  per iha l  Perba ikan  Berkas  

Penca lonan  c lan  Persyara tan  Penca lonan ,  ber tangga l  11  

Apr i l  2011;  dan  Sura t  Terguga t  Nomor  :  79/KPU-

Prov .032 / IV /2011 ,  per iha l  Perba ikan  Persyara tan  

Penca lonan ,  ber tangga l  18  Apr i l  2011  dengan  Lampi ran  

Ber i t a  Acara  Tanpa  Nomor,  ber tangga l  18  Apr i l  2011  yang  

subs tans inya  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa Tergugat  te l ah  

melakukan  ver i f i k a s i  berkas  penca lonan  dan menyatakan  Para  

Penggugat  Tidak  Memenuhi  Syara t ,  karena  dukungan  suara  sah  

t i dak  mencukup i  batas  min imal  dan  atau  dukungan  suara  sah  

hanya  sebesar  42.515   ;

12. Bahwa dengan  adanya  fak ta  hukum sebaga imana  dimaksudkan 

posi ta  angka  11  dia tas ,  maka  Para  Penggugat  mengajukan  

Kebera tan  yang  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  Tergugat  

te l ah  melakukan  pene l i t i a n  syara t  admin is t r a s i  ser ta  

Ver i f i k a s i  berkas  dukungan  te rhadap  Para  Penggugat  dan  

menyatakan  Para  Penggugat  te lah  memenuhi  syara t ,  seh ingga  

t i ndakan  Tergugat  untuk  melakukan  ver i kas i  u lang  merupakan  

t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang - undangan  yang  ber laku ,  namun  Tergugat  t i dak  

pernah  menanggap inya  dan  atau  menggubr i snya  sampai  dengan  

saat  in i ;

13. Bahwa te rnya ta  pada tangga l  29 Apr i l  2011,  Para  Penggugat  

dike ju t kan  oleh  ber i t a  di  Media  Massa  yang  menyatakan  

bahwa  Tergugat  te lah  melaksanakan  Pleno  Penetapan  Baka l  

Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  c lan  Waki l  Gubernur  Papua  

Bara t  Tahun  2011,  dan  Para  Penggugat  d inya takan  Tidak  

memenuhi  Syara t  (TMS);
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14. Bahwa pada  tangga l  2 Mei  2011,  Para  Penggugat  mendatang i  

Tergugat  untuk  meminta  Sura t  Keputusan  Tergugat  Tentang  

Penetapan  Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  akan  te tap i  Tergugat  

dengan  tegas  mengatakan  bahwa  t i dak  ada  keputusan  yang  

dimaksud  yang  d imin ta  o leh  Para  Penggugat ,  dan se lan ju t nya  

pada  tangga l  5  Mei  2011,  Tergugat  menganta r  kepada  Para  

Penggugat  satu  berkas  sura t  yang  te rd i r i  dar i  Ber i t a  Acara  

Nomor  :  18  /  BA /  KPU- PB /  2011  ten tang  Pleno  Penetapan  

Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun  2011  yang  d i l amp i r i  Sura t  Nomor  :  

91/KPU.Prov - 032/ IV /2011 ,  tangga l  29  Apr i l  2011,  per iha l  :  

Penyampaian  Hasi l  Ver i f i k a s i  dan  Kla r i f i k a s i  Penca lonan  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011;

15. Bahwa dengan  te rb i t n ya  obyek  sengketa ,  yakn i  Ber i t a  Acara  

Nomor  :  18  /  BA /  KPU- PB 2011  ten tang  Pleno  Penetapan  

Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun  2011,  maka  j i k a  d iperh i t ungkan  ulang ,  

senyatanya  Tergugat  te l ah  melakukan  ver i f i k a s i  te rhadap  

berkas  c lukungan  Para  Penggugat  sebanyak  3  ( t i ga )  ka l i ,  

dengan has i l  ver i f i k a s i  yang  sangat  berbeda - beda ya i t u  :  ;

Ver i f i k a s i  Per tama (2  Tahap) :  Tahap  I  Tangga l  17 

Maret  -  22 Maret  2011;

:  Tahap  I I  Tangga l  23  Maret  -  8 

Apr i l  2011

Dalam  pelaksanaan  ver i f i k a s i  in i ,  

Para  Penggugat  dinya takan  MEMENUHI 

SYARAT;

Ver i f i k a s i  Kedua (2  Tahap) :  Tahap  I  Tangga l -  8 

Apr i l  -  14 Apr i l  2011;

Hal .  9 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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:  Tahap  I I  Tangga l  14  Apr i l  -  21 

Apr i l  2011;

Dalarm  pelaksanaan  ver i f i k a s i  in i ,  

Para  Penggugat  dinya takan  TIDAK 

MEMENUHI  SYARAT,  karena  dukungan  

suara  sah  t i dak  mencukup i  batas  

min ima l  dan  atau  dukungan  suara  

sah  hanya  sebesar  42.515 ;

Penel i t i a n ,  Ver i f i k a s i ,  Klar i f i k a s i  Berdasarkan  lampi ran  

obyek  sengketa ,  te rnya ta  Terguga t  te lah  melakukan  

Penel i t i a n  dan Ver i f i k a s i  Berkas  Penca lonan  Para  Penggugat  

ser ta  melakukan  k la r i f i k a s i  te rhadap  Par ta i  po l i t i k  c lan  

se lan ju t nya  menyatakan  bahwa Par ta i  yang  Memenuhi  Syara t  

Mencalonkan  Para  Penggugat ,  ada lah  hanya  2  (dua)  Par ta i ,  

yakn i  Par ta i  Buruh  clan  Parta i  Bintang  Reformasi ,  sehingga  

Para  Penggugat  TIDAK  MEMENUHI 

SYARAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  Bahwa  berdasarkan  lampi ran  obyek  sengketa  juga  dapat  

d ike tahu i  bahwa te lah  te r j ad i  dan diakomodi r  o leh  Tergugat  

t i ndakan  Pencabutan  dan  atau  penar i kan  Dukungan  kepada  

Para  Penggugat  oleh  10 (Sepu luh )  Par ta i  dar i  11 (sebe las )  

Par ta i  Pol i t i k  yang  te lah  di l akukan  ver i f i k a s i  dan  

k la r i f i k a s i  o leh  Tergugat ,  yakn i ;

1. Par ta i  Ser i ka t  Indones ia ;

2. Par ta i  Per juangan  Indones ia  Baru ;

3. Par ta i  Kedaula tan ;

4. Par ta i  Pengusaha  dan Peker ja  Indones ia ;

5. Par ta i  Demokras i  Pembaharuan ;

6. Par ta i  Persa tuan  Daerah ;
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7. Par ta i  Karya  Per juangan ;

8. Par ta i  Indones ia  Sejah te ra ;

9. Par ta i  Keadi l an  dan Persa tuan  Indones ia ;

10. Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l ;

17. Bahwa  t i ndakan  menar i k  dukungan  oleh  kesepu luh  par ta i  

po l i t i k  sebaga imana  disebu tkan  pada pos i t a  angka  16 dia tas  

di tuangkan  dalam  Ber i t a  Acara  ten tang  Ver i f i k a s i  dan  

Klar i f i k a s i  Faktua l  Dukungan Par ta i  Pol i t i k  Terhadap  Baka l  

Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  yang  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  untuk  masing - masing  par ta i  dan 

di tanda tangan i  secara  bersama- sama dengan  par ta i  pol i t i k  

yang  bersangku tan  ser ta  Panwaslu  Prov ins i  Papua Bara t ;

18. Bahwa  se la i n  i t u ,  te rnya ta  Ber i t a  Acara  ten tang  

Ver i f i k a s i  c lan  Klar i f i k a s i  Faktua l  Dukungan  Par ta i  

Pol i t i k  Terhadap  Baka l  Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

Papua  Bara t  sebaga imana  dimaksud  pada  pos i t a  angka  17  

ber ten tangan  pula  dengan  Ber i t a  Acara  tanpa  nomor  Tentang  

Ver i f i k a s i / Pene l i t i a n  Berkas  Hasi l  Perba ikan  Atas  Nama 

Pasangan  Calon  Yusak  S.B.  Wonatorey ,  S. IP ,  SH,  MBA  -  

Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos,  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  

send i r i  pada tangga l  18 Apr i l  2011;

19. Bahwa  t i ndakan  dan  atau  perbua tan - perbua tan  Terguga t  

sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  pada  pos i t a  angka  10  sampai  

dengan  pos i t a  angka  18  te rsebu t  d ia tas  ada lah  t i ndakan  

Tergugat  yang  di l akukan  tanpa  dasar  hukum yang  je l as  dan  

tanpa  prosedur  ser ta  mekanisme  hukum  yang  benar  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pera tu ran  KPU Nomor  :  13  Tahun  

2010 ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah   (Bab  I I I  Pasal  

14  ayat  (2 ) ,  (3 ) ,  (5 )  c lan  ayat  (7 ) ;  Pasa l  15;  Bab  IV  

Pasal  39  huru f  a,  b,  f ,  dan  huru fu f  a,  b,  c ,  d,  e,  dan  

huru f  f ;  ser ta  Pasa l  43  ayat  1  huru f  b  )  ser ta  

Hal .  11 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang - undangan  yang  

ber l aku ,  yakn i  keten tuan  pasa l  59  ayat  (5 )  huru f   a,  b,  

c lan  c,  Undang- Undang  Nomor  :  32  Tahun  2004;  keten tuan  

Pasal  37  ayat  (1 )  c lan  ayat  (2 ) ,  Pasal  43  ayat  1  sampai  

dengan  ayat  (5 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005;  

seh ingga  penerb i t an   Sura t  Keputusan  berupa  Ber i t a  Acara  

Nomor  :  18  /   BA /  KPU- PB /  2011  ten tang  Pleno  Penetapan 

Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun  2011,  se la i n  di l akukan  secara  melanggar  

keten tuan  hukum  yang  ber laku ;  juga  di te r b i t k an  secara  

sewenang- wenang,  ber ten tangan  dengan  azas - azas  

pemer in tahan  yang  ba ik  yang  menimbulkan  kerug ian  kepada  

Para  Penggugat ,  ba ik  mater i l l  maupun mor i i l ;

20. Bahwa adanya  Sura t  Tergugat  berupa  Ber i t a  Acara  Nomor  :  

18  /  BA /  KPU- PB /  2011  ten tang  Pleno  Penetapan  Baka l  

Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun 2011,  senyatanya  te l ah  sangat - sangat  merug ikan  

Para  Penggugat  sebaga i  Baka l  Calon  Pasangan  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua Bara t ,  karena  Para  Penggugat  

sebaga i  Pendaf ta r  Per tama  kepada  Tergugat  dan  sebaga i  

p ihak  yang  per tama  ka l i  mendapat  dukungan  dar i  

Par ta i - Par ta i  pendukung  yang  te l ah  memenuhi  semua syara t  

yang  di ten tukan  pera tu ran  perundang - undangan,  seharusnya  

dipe r l a kukan  secara  adi l  o leh  Tergugat  dan  di te t apkan  

sebaga i  Baka l  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  c lan  Waki l  

Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011;

21. Bahwa adanya  Sura t  Keputusan  Tergugat  berupa  Ber i t a  Acara  

Nomor:  18 /  BA /  KPU- PB 2011 ten tang  Pleno  Penetapan  Bakal  

Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun  2011  juga  te lah  memicu  konf l i k  d ian ta ra  massa  

penc lukung  masing - masing  ca lon  dan  berpo tens i  menjad i l an  

konf l i k  hor i zon ta l  d i t engah - tengah  masyaraka t  Prov ins i  

Papua Bara t ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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22. Bahwa oleh  karena  Sura t  Keputusan  Tergugat  berupa  Ber i t a  

Acara  Nomor  :  18  /  BA /  KPUPB /  2011  ten tang  Pleno  

Penetapan  Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  te l ah  memenuhi  syara t  

keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a,  b,  c lan ,  c ,  

Unclang - Unclang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  dan  juga  di t e r b i t k an  mela lu i  prosedur  c lan  

mekanisme  hukum  yang  sa lah  dan  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  KPU Nomor  :  13 Tahun 2010 ten tang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  (Bab  I I I  Pasa l  14  ayat  (2 ) ,  (3 ) ,  (5 )  

dan ayat  (7 ) ;  Pasa l  15;  Bab IV  Pasa l  39 huru f  a,  b,  f ,  dan  

huru f  g;  Pasa l  40 ayat  (1 ) ;  Pasa l  42 huru f  a,  b,  c ,  d,  e,  

dan  huru f  f ;  ser ta  Pasa l  43  ayat  1  huru f  (b )  ser ta  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  yakn i  keten tuan  pasa l  59 ayat  (5 )  huru f  a,  b,  dan  

c,  Undang- Undang Nomor :  32 Tahun 2004;  keten tuan  Pasa l  37  

ayat  (1 )  c lan  ayat  (2 ) ,  Pasa l  43 ayat  1 sampai  dengan ayat  

(5 )  Pera tu ran  Perner i n t ah  Nomor  6  Tahun  2005;  dan  juga  

ber ten tangan  dengan  azas - azas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  

khususnya  azas  kecermatan  fo rma l  dan  juga  cacat  yur id i s ,  

maka  dengan  demik ian  Sura t  Keputusan  KPU  Papua  

Bara t /Te rguga t  berupa  Ber i t a  Acara  Nomor  :  18  /  BA /  

KPU- PB /  2011 ten tang  Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  Calon  

yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  

harus lah  dinya takan  BATAL DAN TIDAK SAH;

23. Bahwa  menginga t  Sura t  Keputusan  Tergugat  berupa  Ber i t a  

Acara  Nomor  :  18  /  BA /  KPUPB /  2011  ten tang  Pleno  

Penetapan  Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011 ada lah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang - undangan  yang  ber laku  yang  sangat  

merug ikan  Para  Penggugat  dan memicu  potens i  konf l i k  anta ra  

massa  para  ca lon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur ,  maka mohon 

Hal .  13 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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di l akukan  Penundaan  te rhadap  Tahapan  Pelaksanaan  

Permlukada  ber i ku t nya  sampai  dengan  te rb i t n ya  suatu  

Keputusan  KPU  Prov ins i  Papua  Bara t  te rba ru  yang  

mengakomodi r  Para  Penggugat  sebaga i  Baka l  Pasangan  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  yang  

lo l os  da lam proses  ver i f i k a s i  c lan  k la r i f i k a s i  Penca lonan  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  

dan/a tau  mohon  di l akukan  penundaan  sampai  dengan  Putusan  

dalam perkara  in i  mempunya i  Kekuatan  Hukum yang  Past i ;

Berdasarkan  hal - ha l  yang  te lah  d iu ra i kan  dia tas ,  dengan  

kerendahan  hat i  kami  mohon kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  cq  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  

berkenan  memer iksa  gugatan  Para  Penggugat  dan  member ikan  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

A.  Dalam Penundaan :

Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  menunda  tahapan  

Pemi lukada  ber i ku tnya  sampai  dengan  te rb i t n ya  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua Bara t  te rba ru  

yang  mengakomodi r  Para  Penggugat  sebaga i  Baka l  Pasangan  

Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  yang  

lo l os  da lam  proses  ver i f i k a s i  dan  k la r i f i k a s i  Penca lonan  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  dan/a tau  

sampai  dengan  Putusan  dalam  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  

hukum yang  past i ;  

B.  Dalam Pokok Perkara  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  Papua  Bara t  (Terguga t )  berupa  

Ber i t a  Acara  Nomor :  18 /  BA /  KPU- PB /  2011 ten tang  Pleno  

Penetapan  Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011;

3. Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Ber i t a  Acara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:  18/BA/KPU- PB/2011  ten tang  Pleno  Penetapan  Baka l  

Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun 2011;

4. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  melakukan  Pleno  

Penetapan  Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  u lang  dan  se lan ju tn ya  

mengakomodi r  Para  Penggugat  sebaga i  Baka l  Pasangan  Calon  

yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  ser ta  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  te rba ru  untuk  menggant i kan  

Ber i t a  Acara  Nomor :  18 /  BA /  KPU- PB /  2011 ten tang  Pleno  

Penetapan  Bakal  Pasangan  Calon  yang  Memenuhi  Syara t  

Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011;

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i ;

(A tau  j i k a  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  in i  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i i nya ) ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Para  

Penggugat ,  Terguga t  te l ah  menyampaikan  Ekseps i  dan Jawaban pada  

pers i dangan  te r t angga l  21 Jun i  2011,  yang  is i nya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

Bahwasannya  tangk i san  atau  Ekseps i  yang  d ia jukan  adalah  

mengenai  kewenangan  Mengadi l i ,  bahwa  apakah  PTUN Jayapura  

memi l i k i  kewenangan  untuk  memer iksa  dan  memutuskan  perkara  in i  

atau  t i dak ;

Menuru t  TERGUGAT, bahwa PTUN Jayapura  t i dak  memi l i k i  kewenangan  

untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  karena  ket i ka  

Hal .  15 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
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dice rmat i  ba ik ,  maka akan  di temukan  benang  merah  atau  subtans i  

perka ra  in i ,  yakn i  "KETIDAKLOLOSAN PENGGUGAT SEMATA- MATA KARENA 

PERSOALAN  INTERNAL  PARTAI  POLITIK" ,  ar t i n ya  bahwa  ada 

perbedaaan  yang  sangat  s ign i f i k an  yang  pada  akh i rnya  mengarah  

kepada  konf l i k  in te rna l  par ta i ,  sebab  suatu  pasangan  Calon  

Kada/Wakada  dika takan  lo l os  apab i l a  ke iku t se r t aan  par ta i  

po l i t i k  yang  kred ibe l ,  akuntab i l l t a s  dan  memi l i k i  dokumen 

kepengurusan  Parpo l  yong  memenuhi  syara t  sebab  sebenarnya  KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  se laku  Tergugat  mengambi l  keputusan  

ten tang  memenuhi  Syara t  atau  t i dak  par ta i  po l i t i k  i t u  

semata - mata  agar  t i dak  merug ikan  pasangan  Calon  Kada/Wakada  

seh ingga  ada  kepas t i an  hukum bagi  pasangan  Calon  in  casu  Para  

Penggugat ;

Dar i  data  yang  dimi l i k i  Tergugat  atau  KPU te r j ad i  konf l i k  

in te rna l  par ta i  da lam  member ikan  dukungan  seh ingga  menuru t  

Tergugat  Perbedaan  in i  patu t  d ibe r i  kepas t i an  hukum mela lu i  

ja l u r  hukum yang  benar  dan  berdasar ,  sebaga imana  Keten tuan  Bab 

VI I I  Perad i l an  perkara  par ta i  Pol i t i k  d ida lam pasa l  16 ayat  (1 )  

yang  menegaskan  bahwa perkara  par ta i  po l i t i k  berkenaan  dengan  

keten tuan  undang- undang  in i  d ia jukan  mela lu i  pengad i l an  neger i ;

TERGUGAT akan  membukt i kan  bahwa ket i dak l o l o san  para  Penggugat  

bukan   karena  t i ndakan  gegabah  atau  non  procedura l  Terguga t  

te tap i  karena  konf l i k  In te rna l  par ta i ,  yang  sa l i ng  te r j ad i  

perbedaan  anta ra  pengurus  i t u  send i r i  Karena  adanya  perbedaan  

te rsebu t  seh ingga  da lam pelaksanaan  ver i f i k a s i  dan  k la r i f i k a s i  

d i t emukan  data  sebaga imana  akan  dise rahkan  te r l eb i h  dahu lu  

kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  memer iksa  dan  memper t imbangkan  

dal i l - da l i l  Tergugat  In i ;

I . Dasar ;

I I . Par ta i  Pol i t i k  Pendukung  yang  mengajukan  Baka l  

pasangan  Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun 2011;

I I I . Hasi l  Ver i f i b a s i  don  Klar f f i b a s i  fak tucd  tedxdap  

Bohai  posarx j an  Cajon  Gubemur  don  Waki l  Gubernur  

Papua Bara t  Tahun 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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IV . Hasi l  Perba ikan  Penca lonan  oleh  Par ta i  Pol i t i k ;

BERITA ACARA INI ,  d isahkan  dan  Rapat  Pleno  KPU Prov ins i  Papua  

Bara t  pada tangga l  28 Apr i l  2011;

Bahwa  pada  tangga l  29  Apr i l  2011,  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  

mengeluarkan  Sura t  Penyampaian  Hasi l  Ver i f i k s as i  dan  

Klar i f i k a s i  Penca lonan  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua Bara t  

Tahun  2011  di  bawah  Nomor  :  91/KPU.Prov - 032/ IV /2011  Yang 

di tu j ukan  kepada  Baka l  Pasngan  Calon  Yusak  Samuel  Bis i  

Wonatorey ,  S. IP ,  S.H. ,  MBA (Ba lon  Gub)  dan  Ismael  Si r f e f a ,  

S.Sos  (Ba lon  Wagub)  di  Manokwar i ;

Di  da lam  sura t  te rsebu t  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  dan/a tau  

disebu t  da lam  perkara  in i  sebaga i  Tergugat ,  menyatakan  bahwa 

Par ta i  yang  memenuhi  syara t  mencalonkan  Bakal  Pasangan  Calon  

saudara  Yusak  Samuel  Bis i  Wonatorey ,  S. IP ,  S.H. ,  MBA dan Ismael  

Si r f e f o ,  S.Sos  ada lah :

1. Par ta i  Buruh ;  dan;

2. Par ta i  Bin tang  Reformas i ;

MAKA,  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  dengan  sega la  kewenangan  yang  

dibe r i k an  oleh  Undang- Undang  menyatakan  bahwa  kedua  Pasangan  

Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  atas  

nama Yusak  Samuel  Bis i  Wonatorey ,  S. IP ,  S.H,  MBA dan  Ismael  

Si r f e f a ,  S.Sos  dinya takan  TIDAK MEMENUHI SYARAT sebaga i  Baka l  

Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  

2011;

BERITA ACARA INI ,  secara  subtans ia l  ber i s i k an  DUKUNGAN PARPOL 

te rhadap  Pasangan Calon ;

INTINYA,  bahwa bukan  sebuah  rekayasa  yang  d isu t r ada ra i  o leh  KPU 

sebaga imana  prasangka  buruk  dar i  Para  Penggugat  namun 

semata - mata  ket i dakbe resan  admin i s t r a s i  Parpo l  da lam member ikan  

dukungan  kepada  Pasangan  Calon  Kada/Wakada  Prov ins i  Papua  

Hal .  17 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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Bara t ,  te rbuk t i  benar  dan  berdasar  Pos i ta  Gugatan  Penggugat  

leb ih  banyak  menyoro t i  ten tang  Kepar ta i an  atau  PARTAI  POLITIK ;

Oleh  karena  i t u ,  dengan  t i dak  mengurang i  rasa  hormat  kami  

(Terguga t )  kepada  Maje l i s  Hakim,  bahwasannya  perkara  in i  adalah  

perkara  Par ta i  Pol i t i k  yang  bermasa lah ,  kerana  member ikan  

dukungan  ganda  kepada  Pasangan  Calon  la i nnya ,  seh ingga  ada lah  

tepa t  dan  berkua l i t a s ,  sesungguhnya  perkara  in i  menjad i  

Kewenangan  Penagad i l an  Neger i ,  sebaga imana  keten tuan  te rsebu t  

d ia tas ;

Menginga t  keten tuan  hukum te rsebu t ,  maka mohon Kepada  Maje l i s  

Hakim  untuk  memutuskan  bahwa  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  Tidak  Berwenang  Memer iksa  dan  Mengadi l i  Perkara  In i  

Demi  Hukum;  

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa  memperhat i kan  permohonan  Para  Penggugat  untuk  menunda  

proses  yang  sedang  ber l angsung ,  ada lah  sangat  ke l i r u  dan  t i dak  

berdasar  sama seka l i  karena  proses  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  

oleh  Tergugat  adalah  berdasarkan  keten tuan  undang- undang  di  

negara  Republ i k  Indones ia ,  o lehnya  Terguga t  sangat - sangat  

kebera tan  te rhadap  Permohonan  Penundaan,  dan  mohon  kepada  

Maje l i s  Hakim  untuk  te tap  sependapat  dengan  Tergugat  karena  

hukum dan  menolak  Permohonan  Penundaan  te rsebu t  karena  t i dak  

berdasar  sama seka l i ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tanggapan  te rhadap  Pos i ta  angka  I  s /d  5 gugatan  Penggugat ;

Bahwa untuk  Pos i ta  angka  1  s/d  5  Terguga t  t i dak  memandang  

sebaga i  sesuatu  yang  subtan t i f  untuk  dibe r i  tanggapan  dalam 

perkara  in i ,  karena  sesungguhnya  hanya  menje laskan  mengenai  

fo rma l i t a s  perkara  in i  sa ja ;

2. Tanggapan  te rhadap  Pos i ta  angka  6 s/d  9 gugatan  Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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a. Bahwa s iapapun  atau  par ta i  pendukung  mana pun ket i ka  iku t  

member i  dukungan  kepada  sa lah  satu  pasangan  ca lon  kepa la  

daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  ru jukannya  ada lah  

keten tuan  pera tu ran  perundang - undangan  sa lah  satunya  

harus  mela lu i  suatu  se leks i  yang  keta t  ten tang  sta tus  

hukum par ta i  te rsebu t ,  apakah  dukungan  te rsebu t  ada lah  

in te rg r a l  dar i  par ta i  te rsebu t  atau  masih  te rdapa t  beda  

pendapat  maksudnya  ada lah  kebenaran  member i  dukungan  dan  

keabsahan  dar i  par ta i  te rsebu t ,  karena  hal  in i  d i t en tukan  

oleh  keten tuan  pera tu ran  peundang- undangan  yang  ber laku  

seh ingga  s iapa  pun  dia  t i dak  ada  pengecua l i an  per lu  

mela lu i  tahapan  proses  ver i f i k a s i  yang  keta t  dan  

berkua l i t a s ,  agar  dapat  mengetahu i  dengan  past i  ten tang  

sta tus  par ta i  te rsebu t ,  sebab  j i ka  t i dak  ada  maka,  

d i l kemud ian  har i  keabsahan  pasangan  ca lon  akan  

dipe rsoa l kan  kemudian ;

I t u  berar t i  bahwa  Terguga t  te l ah  melakukan  tahapan  

Ver i f i k a s i  yang  benar  dan te l ah  t i dak  ber ten tangan  dengan  

hukum yang  ber l aku  akan  te tap i  sangat - sangat  prosedura l  

dan memenuhi  syara t  yang  di ten tukan ;

b. Bahwa  berb i ca ra  mengenai  PILKADA  subtans inya  ada lah  

berb i ca ra  mengenai  teo r i  Pol i t i k  Hukum.  Di  se lu ruh  

Indones ia  t i ngka t  kesadaran  perpo l i t i k a n  da lam  rangka  

pemi l i han  baik  Pres /Wapres  dan  Kada/Wakada  masih  sangat  

jauh  dar i  harapan  nuran i  demokras i ,  seh ingga  te r j ad i  

konf l i k  hor i zon ta l  dan ver t i c a l ,  ket i dakha rmon isan  Parpo l  

da lam  member ikan  dukungan  yang  menjun jung  t i ngg i  

kedewasaan  Perpo l i t i k a n  seh ingga  t i dak  heran  ket i ka  

te r j ad i  konf i l k  yang  ser i us ;

Mengenai  pendapat  in i ,  sangat  bers i nggungan  dengan  

perkara  in i ,  seh ingga  Pemi lu  Kada/Wakada  sesungguhnya  

akan  berakh i r  dengan  konf l i k  dan  Benteng  te rakh i r  

meneye lesa i kan  konf l i k  te rsebu t  ada lah  mela lu i  ja l u r  

hukurn  agar  memi l i k i  kepast i an  hukum;

Hal .  19 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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3. Tanggapan  te rhadap  Pos i ta  angka  10 gugatan  Penggugat ;

TERGUGAT MEMBANTAH secara  argumenta t i f ,  bahwa  TERGUGAT 

t i dak  ber t i ndak  gegabah  t i dak  sewenang- wenang  dan  sembrono  

merubah  jadwal  atau  membuka pendaf ta ran  ulang  tepa t  tangga l  

1 s /d  7 Apr i l  2011;

Membuka  pendaf ta r an  baru  i t u ,  d idasarkan  pada  s i tuas i ona l  

po l i t i k  d i  Daerah,  karena  Pemer in tah  Pusat  menjaga  adanya  

keutuhan  di  negara  in i  maka  perubahan  te rsebu t  demi  

stab i l i t a s  nas iona l  dan  daerah  khususnya  bukan  semata - mata  

kehendak  semu Tergugat  atau  KPU Prov ins i  Papua Bara t .  Untuk  

membukt i kan  dai l l  Tergugat ,  akan  dipe r l i h a t k an  sebaga i  

bukt i  SURAT KESEPAKATAN BERSAMA EVALUASI  RAPERDASUS TENTANG 

TATA  CARA  DAN  TAHAPAN  PEMI lL IHAN  GUBERNUR DAN  WAKIL 

GUBERNUR di  PAPUA BARAT,  yang  di tanda tangan i  d i  Jakar t a  

Pada tangga l  24 Maret  2011 oleh  :

a. KEMENTERIAN POLKAM Rl ;

b. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Rl ;

c. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl ;

d. KOMISI  PEMILIHAN UMUM;

e. BAWASLU

f . PIMPINAN DPRD PROVINSI  PAPUA BARAT;

4. Tanggapan  te rhadap  Pos i ta  angka  11  s/d  22  gugatan  

Penggugat ;

1) Bahwa  Terguga t  t i dak  bermaksud  untuk  memojokan  

alasan - alasan  dalam pos i t a  gugatan  Penggugat  te tap i  

hendak  diber i t a hukan  kepada  para Penggugat  bahwa KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  da lam  dalam  melaksanakan

ver i f i k a s i  dan Tahapan  proses  PILKADA,  Keten tuan  

perundang- undangan  menjad i  baromete r  atau  menjad i  

dasar  untuk  melaksanakan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  di  Papua  maupun 

Papua  Bara t .  Perkembangan  dewasa  in i ,  KPU Papua 

Bara t  te tap  member i  perha t i an  ser ius  te rhadap  

pember lakuan  OTSUS dan  pera tu ran - pera tu ran  la i nnya  

sebaga i  pe laksana  undang- undang  OTSUS.  Oleh  karena  

i t u ,  para  Penggugat  menyatakan  bahwa  KPU  atau  

Tergugat  sewenang- wenang  melaksanakan  tupoks i  

ada lah  suatu  keke l i r uan  besar  seka l i ,  Sebab  

berb i ca ra  mengenai  pemi l i han  umum i t u  sesuatu  yang  

harus  di l a l u i  dengan  menggunakan  ru jukan  atau  

landasan  hukum yang  tepa t ,  benar  dan  sesua i  dengan  

objek  yang hendak  di l akukan  te rsebu t ;

2) Bahwa KPU Papua Bara t  atau  Tergugat  te l ah  melakukan  

tahap  pemi l i han  Kada/Wakada  di  Prov ins i  Papua Bara t  

secara  prosedura l  sebaga imana  d ia tu r dalam keten tuan  

keputusan  KPU Papua  Bara t  Nomor  14  Tahun  2011  

ten tang  Perubahan  Keputusan  KPU Nomor  5 Tahun 2010  

Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Prov ins i  Papua  Bara t  Pasal  20  s/d  Pasa l  26 

dan  Tata  cara  ver i f i k a s i  dukungan  ya i t u  Pasal  27 

s/d  pasa l  35,  dan  d i l an j u t k an  dengan  Tata  cara  

Pengajuan  Baka l  Pasangan  Calon  Yakn i  te rmuat  di  

da lam  Pasa l  36  s/d  pasa l  38,  kemudian  di l an j u t kan  

dengan  Tata  cara  Penel i t i a n  Baka l  Pasangan  Calon  

sebaga imana  dia tu r  d ida lam  Pasa l  39  S/d  45  dan  

sebaga i  tahapan  te rakh i r  ada lah  Penetapan  dan  

pengumunan pasangan  Calon ,  maksudnya  Pasangan  Calon  

yang  lo l os  ver i f i k a s i  sebaga imana  d ia tu r  d i  da lam 

Pasal  46 s/d  Pasa l  51;

BERDASARKAN Tahapan- tahapan  sebaga imana  diu ta rakan  dia tas  maka 

dipandang  per lu  dikemukakan  beberapa  hal  pent i ng  :

1. KPU adalah  Lembaga  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum yang  

dibe r i  kewenangan  oleh  Undang- Undang  Rl  untuk  

menyelenggarakan  Pemi lu  ba ik  Pi lp res /Wapres ,  dan  

Hal .  21 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR
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Pi l kada /Wakada  (Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta )  sumber  

pe laksanaannya  te tap  ru jukan  pada  keten tuan  pera tu ran  

perundangan - undangan  yang  ber laku  untuk  i t u ;

2. Bahwa  KPU Papua  dan  Papua  Bara t  te tap  melaksanakan  

penye lengaraan  Pemi lu  sesua i  dengan  keten tuan  Umum 

te tap i  juga  keten tuan - keten tuan  Khusus  sebaga imana  yang  

dia tu r  d ida lam  undang- undang  OTSUS  Papua.  I t u l ah  

sebabnya  perubahan  jadwa l  Pi l kada  sesungguhnya  bersumber  

dar i  imp lementas i  UU Otsus  di  Tanah  Papua.  Jad i  bukan  

kehendak  semu  dar i  Tergugat  atau  KPU,  ha l  in i  per lu  

di i nga t  ba ik ;

3. Pelaksanaan  Pemi lu  Kada/Wakada  di tanah  Papua  t i dak  

semata - mata  di l i h a t  dar i  aspek  yur i d i s  fo rma l  semata  

akan  te tap i  senant i asa  berpengaruh  dalam  perspek i f  

po l i t i k  yang  cukup  t i ngg i ;

5.   Tanggapan  secara  komfrehens i f  te rhadap  gugatan  penggugat ;

a. Bahwa t i dak  mengec i l kan  Posis i  tawar  Para  Penggugat  da lam 

memper juangkan  kepent i ngannya  akan  te tap i  mel iha t  Gugatan  

Penggugat  sangat  melenceng  dar i  subtans i  Gugatan  Penggugat  

da lam  prespek t i f  ta ta  usaha  negara ,  atau  Hukum 

Admin is t r a s i  Negara  sebab  gugatan  Penggugat  ket i ka  

di te l i t i  secara  cermat  kese lu ruhannya  is i  Gugatan  

Penggugat  hanya  menyoro t i  ten tang  ket i dak l o l o sannya  dalam 

ver i f i k a s i  yang  di l aksanakan  oleh  KPU  Papua  Bara t .  

Bukan lah  demik ian ,  mohon peni l a i an  maje l i s  Hakim;

b. Bahwa  untuk  membukt i kan  dal i l - da l i l  Tergugat  d ia tas ,  

sebaga imana  resume  yang  disampaikan  dalam  pers idangan  

la l u ,  maka  sekedar  untuk  memperkuat  da l i l  te rsebu t  

perkenankan lah  Terguga t  menegaskan  dal i l  te r sebu t  sebaga i  

ber i ku t :

Pada  tangga l  28  -  29  Apr i l  2011,  KPU- PB te l ah  melakukan  

Rapat  Pleno  dalam  rangka  Penetapan  Bakal  Calon  yang  

memenuhi  syara t  Penel i t i a n  admin is t r a s i  pemi l i han  Gubernur  

dan  Waki l  Gubenur  Prov ins i  Papua  Bara t  tahun  2011,  untuk  

Disclaimer
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ke  5  ( l ima )  ca lon  yang  te l ah  mendaf ta r kan  di r i  sesua i  

Pasal  14  -  19  ten tang  Perubahan  Keputusan  KPU Nomor  5 

Tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tehnis  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Prov ins i  Papua  Bara t  dan  5  ( l ima )  Baka l  ca lon  yang  

mendaf ta r kan  di r i  masing- masing  :

1. Yusak  Samuel  Bis i  Wonatorey ,  S. IP ,  S.H. ,  MBA (Ba lonGub)  
dan Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos  (Bo lonWagub) ;

2. Abraham Octav ianus  Aturu r i  (Ba lonGub)  dan  Drs .  Rahim 
Kat jong ,  M.Ed (Ba lonWagub) ;

3. Drs .  Dominggus  Mandacan  (Ba lonGub)  dan  Orgenes  Nauw,  
S.Pd (Ba lonWagub) ;

4. DR.  Wahid in  Puarada ,  M.Si  (Ba lonGub)  dan  I r .  Herman 
Donatus  Pel i x  Or isoe  (Ba lonWagub) ,  dan;

5. George  Celc i us  Auparay ,  S.H,  M.M. ,  M.H (Ba lonGub)  dan  
Hason Ombaer ,  S.E (Ba lonWagub) ;

Sesua i  has i l  Ver i f i k a s i  yang  te l ah  d i l a l u i  dengan  mela lu i  

se leks i  admin is t r a s i  yang  sangat  keta t  berdasarkan  

keten tuan  KPU,  maka KPU Prov ins i  Papua Bara t  mengeluarkan  

BERITA  ACARA NOMOR 18/BA/KPU- PB/2011,  pada  har i  Kamis  

tangga l  28  Apr i l  2011  dengan  menetapkan  pasangan  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  yang  

dinya takan  memenuhi  syara t  i ku t  da lam  Penca lonan  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  Papua Bara t  ada lah  

:

1. Abraham Octav ianus  Aturu r i  (Ba lonGub)  dan  Drs .  Rahimin  

Kat jong ,  M.Ed (Ba lonWagub) ;

2. Drs .  Dominggus  Mandacan  (Ba lonGub)  dan  Orgenes  Nauw,  

S.Pd (Ba lonWagub) ;

3. DR.  Wahid in  Puarada ,  M.Si  (Ba lonGub)  dan  I r .  Herman 

Donatus  Pel i x  Or isoe  (Ba lonWagub)  dan;

4. George  Celc ius  Auparay ,  S.H,  M.M,  M.H (Ba lonGub)  dan  

Hal .  23 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
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Hasan Ombaer ,  S.E (Ba lonWagub) ;

DENGAN DEMIKIAN  maka  pasangan  baka l  ca lon  yang  t i dak  

memenuhi  syara t  dan/a tau  dinya takan  t i dak  lo l os  se leks i  

admin is t r a s i  ada lah  Pasangan  Balon  Gub/Wagub atas  nama :  

Yusak  Samul  Bis i  Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,MBA  dan  Ismai l  

Sir fe fa ,  S.Sos ;

6.  TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN “PENUNDAAN”;

Memperhat i kan  permohonan  Para  Penggugat  Untuk  menunda  

proses  yang  sedang  ber langsung  ada lah  sangat  ke l i r u  dan  

t i dak  berdasar  sama  seka l i  karena  proses  ver i f i k a s i  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  ada lah  berdasarkan  keten tuan  

Undang- Undang  di  Negara  Republ i k  Indones ia .  I t u l ah  sebabnya  

Tergugat  sangat - sangat  kebera tan  te rhadap  permohonan  

te rsebu t ;

Dan  d imohonkan  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  te tap  sependapat  

dengan  Terguga t  karena  hukum dan  menolak  permohonan  te rsebu t  

karena  t i dak  ada dasar  sama seka l i ;

Berdasarkan  ha l - ha l  yang  diu ra i kan  di  atas ,  maka mohon kepada  

Maje l i s  Hakim untuk  memer iksa  dan memutuskan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

Menyatakan  GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA 

HUKUM;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan  MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

2. Menyatakan  Ber i t a  Acara  sebaga imana  Objek  Sengketa  

ada lah  SAH dan BERDASAR atas  hukum;

3. Menyatakan  rangka ian  proses  penye lengaraan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  te tap  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Meni mbang. . . . . . . . . .

ber l angsung  sesua i  dengan  jadwa l  yang  di te t apkan  dan  

menyatakan  jadwal  d imaksud  ber laku  secara  SAH menuru t  

hukum;

4. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

in i  j i ka  pihak  Para  Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  ka lah ;

Atau  bi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  Jawaban yang dia jukan  oleh  Tergugat ,  
Para  Penggugat  mengajukan  Repl i k  secara  l i san  pada pers idangan  
te r t angga l  21 Jun i  2011,  yang  pada in t i n ya  te tap  pada da l i l -
da l i l  gugatannya  ser ta  menolak  dan membantah  dengan  tegas  
dal i l l - da l i l  Jawaban dan Ekseps i  dar i  Terguga t ,  yang  is i  
se lengkapnya  te rmuat  dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  
merupakan  bagian  yang t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i ;
Menimbang,  bahwa te rhadap  Repl i k  yang dia j ukan  oleh  Para  
Penggugat ,  p ihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  Dupl i k  secara  l i san  
pada pers i dangan  te r t angga l  21 Jun i  2011,  yang  in t i n ya  te tap  
pada Ekseps inya  dan Jawaban,  yang is i  se lengkapnya  te rmuat  
da lam Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan merupakan  bag ian  yang  t i dak  
te rp i sahkan  dengan putusan  in i ;
Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  gugatannya ,  Para  
Penggugat  te l ah  mengajukan  ala t - ala t  bukt i  sura t  berupa  
fo tocopy  sura t - sura t  yang  d ibe r i  tanda  P- 1 sampai  dengan P- 16,  
yang  mana sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te lah  diber i  matera i  cukup  
dan te l ah  dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo tocopynya ,  kemudian  
dipe r l i h a t k an  kepada  kuasa  hukum Tergugat ,  seh ingga  dapat  
d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang sah,  bukt i - bukt i  sura t  
te rsebu t  sebaga i  ber i ku t :

1. Bukt i  P- 1 : Ber i t a  Acara  Nomor  

18/BA/KPU- PB/2011  Tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  

Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua Bara t .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ; -

2. Bukt i  P- 2 :

Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  14 Tahun  

2011  Tentang  Perubahan  Keputusan  KPU Nomor  05 

Tahun  2010  tangga l  02  Maret  2011  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  Papua 

Hal .  25 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Barat .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 :

Sura t  Penca lonan  Nomor  08/YUSI / I I I / 2 011  (Mode l  B-

KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k )  Tangga l  31  Januar i  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P- 4 : Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama 

Antar  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam 

Penca lonan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Tangga l  31  Januar i  2011.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 :

Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan Menar i k  Penca lonan  Atas  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  (Model  B2- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k )  tangga l  

31  Januar i  2011.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 :

Kl ip i ng  Koran  Media  Papua  te r t angga l  16  Maret  

2011  dengan  top i c  ber i t a  KPUD Prov ins i  Papua 

Bara t  Tak  Perpan jang  Batas  Waktu  Pendaf ta ran .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7.1 :

Sura t  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  

37/KPU.PROV.032/ I I I / 2 011  Per iha l  Perba ikan  Tahap  

I  Berkas  Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Waki l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  yang  di tu j u kan  

kepada  pasangan  Calon  Gubernur  Yusak  S.B  

Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,MBA.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 7.2 :  Sura t  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  

36/KPU.PROV.032/ I I I / 2 011  Per iha l  Tahap  I  Berkas  

Pasangan  Calon  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  yang  di tu j u kan  kepada  Pasangan  Calon  Waki l  

Gubernur  Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos.  (Fotocopy  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - -

Bukt i  P- 7.3 : Sura t  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  

38/KPU.PROV.032/ I I I / 2 011  Per iha l  Perba ikan  Tahap  

I I  Berkas  Pasangan  Calon  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  yang  di tu j u kan  kepada  Pasangan  Calon  

Gubernur  Yusak  S.B  Wonatorey ,  S. IP . ,SH . ,MBA.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 7.4 : Sura t  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  

38/KPU.PROV.032/ I I I / 2 011  Per iha l  Perba ikan  Tahap  

I I  Berkas  Pasangan  Calon  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  yang  di tu j u kan  kepada  Pasangan  Calon  Waki l  

Gubernur  Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos.  (Fotocopy  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - -

Bukt i  P- 7.5 : Lembaran  Ver i f i k a s i  Berkas  Pasangan  Calon  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Papua Bara t  atas  nama 

Calon  Gubernur  Yusak  S.B  Wanotorey ,  

S. IP . ,SH. ,MBA.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - -

Bukt i  P- 7.6 : Lembaran  Ver i f i k a s i  Berkas  Pasangan  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  

atas  nama Calon  Waki l  Gubernur  Ismai l  Si r f e f a ,  
Hal .  27 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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S.Sos.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- 8.1 :  Sura t  Tergugat  Nomor  62/KPU-

Prov .032 / IV /2011  Tangga l  11  Apr i l  2011  Per iha l  

Perba ikan  Berkas  Penca lonan  dan  Persyara tan  

Penca lonan ,  te r t angga l  11  Apr i l  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 8.2 : Sura t  Tergugat  Nomor  79/KPU- Prov .032 / IV /2011  

Per iha l  Perba ikan  Persyara tan  Penca lonan ,  Tangga l  

18 Apr i l  2011,  dengan  lampi ran  Ber i t a  Acara  tanpa  

nomor  te r t angga l  18  Apr i l  2011  Tentang  

Ver i f i k a s i / Pene l i t i a n  Berkas  has i l  perba ikan  atas  

nama  Pasangan  Calon  Yusak  S.B  Wanotorey ,  

S. IP . ,SH. ,MBA –  Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P- 9 :

Sura t  Tim  Sukses  Para  Penggugat  Nomor  

010/YUSI /CGB/  PB/ IV /2011  Tangga l  21  Apr i l  2011  

Lampi ran  2  Berkas ,  Per iha l  Pengajuan  Kebera tan , .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P- 10 :

Sura t  Tergugat  Nomor  91/KPU.Prov - 032/ IV /2011  

Tangga l  29  Apr i l  2011  Per iha l  Penyampaian  Hasi l  

ver i f i k a s i  dan  k la r i f i k a s i  Penca lonan  Gubernur  

dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  Tahun  

2011,  dan  lampi ran  data  ver i f i k a s i  dan  

k la r i f i k a s i  fac tua l .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. Bukt i  P- 11 :

Pengumuman Nomor  27 Tahun 2010 Tangga l  07 Januar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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2011 Tentang  Pendaf ta ran  Calon  Gubernur  dan Calon  

Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  pada  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Tahun  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P- 12.1 Lembaran  ver i f i k a s i  Berkas  Pasangan  

Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  dan  Lampi ran  Hasi l  ver i f i k a s i  Syara t  Bakal  

Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  

da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Tahun 2011 atas  nama Calon  Gubernur  

Yusak  S.B  Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,MBA. ,  Tangga l  22  

Maret  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 12.2 Lembaran  ver i f i k a s i  Berkas  Pasangan  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  

dan  Lampi ran  Hasi l  ver i f i k a s i  Syara t  Bakal  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  da lam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Tahun  2011  atas  nama Calon  Waki l  Gubernur  

Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos. ,  Tangga l  22  Maret  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P- 13 :  

Sura t  Kete rangan  Nomor  28/SK/PP/BKP/2008  Tangga l  

26  Februar i  2011  dar i  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  

Pol i t i k  Prov ins i  Papua  Bara t .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P- 14 :

Sura t  Mandat  DPP Par ta i  Pengusaha  dan  Peker j a  

Indones ia  Nomor  16/KU/DPP/P31/X I I / 2 007  Tangga l  12  

Desember  2007  Per iha l  Pembentukan  Susunan  

Hal .  29 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Pengurus  DPD-PPPI  Prov ins i  Papua  Bara t  yang  

di tu j ukan  kepada  bapak  Deky  Howay.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P- 15 :

Sura t  DPP Par ta i  Buruh  Nomor  047B/S-

KEP/DPP.Par ta i  Buruh / I I I / 2 011  Tangga l  09  Maret  

2011  Tentang  Susunan  Kepengurusan  Dewan Pimpinan  

Daerah  Par ta i  Buruh  Prov ins i  Papua  Bara t .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P- 16 :

Rekomendas i  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Buruh  

Nomor  009/S- KEP/DPD-PARTAI  BURUH/IV /2011  Tangga l  

28  Apr i l  2011  Tentang  Penca lonan  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  Per iode  2011  

–  2016.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s ,  

p ihak  Para  Penggugat  te lah  menghad i r kan  5  ( l ima )  orang  saks i  

da lam pers idangan  ya i t u  bernama 1.  TERTIUS KUWAY, SH. ,  2.  DEKY 

HOWAY,  3.  EDUARD KUWAY,  4.  EDI  KAWAB 5.  BAKRI  A.  SOPHAN, 

masing- masing  member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah/ j an j i  yang  

pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Saks i  TERTIUS KUWAY, SH :

- Bahwa  saks i  ada lah  Seker ta r i s  Tim  Sukses  Para  

Penggugat  sebaga i  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  ;

- Bahwa saks i l ah  yang  mempers iapkan  dan  mengurus  syara t  

admin is t r a s i  guna pendaf t a r an  pada Terguga t  tangga l  15  

Maret  2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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- Bahwa jumlah  Par ta i  Pol i t i k  pendukung/gabungan  Par ta i  

pendukung  Para  Penggugat  ket i ka  pendaf t a ran  ber jumlah  

14  Par ta i  Pol i t i k  dengan  jumlah  dukungan  suara  

sebanyak  69 r i bu  leb ih  ;

- Bahwa  Terguga t  te l ah  melakukan  Ver i f i k a s i  te rhadap  

Berkas  Dukungan  dan  Syara t  Admin is t r a t i f  Para  

Penggugat  da lam  dua  tahapan ,  yakn i  Ver i f i k a s i  Tahap  

per tama  dimula i  se jak  tangga l  17  sampai  dengan  22 

maret  2011  dan  tahap  kedua  yang  dimula i  se jak  tangga l  

23 maret  sampai  dengan 08 Apr i l  2011 ;

- Bahwa Hasi l  Ver i f i k a s i  yang  Tergugat  lakukan  te rsebu t  

d i tuangkan  dalam  blangko  dengan  member ikan  tanda  cek  

l i s t  d imana  tanda  cek  l i s t  te r sebu t  te lah  menunjukan  

bahwa Para  Pengugat  Telah  Memenuhi  Syara t  ;  

- Bahwa  pada  awalnya  saks i  t i dak  tahu  ten tang  adanya  

Pembukaan  Pendaf ta ran  Susu lan  yang  di l akukan  Tergugat  

pada  tangga l  1  Apr i l  sampai  dengan  17  apr i l  2011,  

karena  Terguga t  t i dak  pernah  member i t ahukan  Para  

Penggugat ,  namun kemudian  berdasarkan  in fo rmas i  saks i  

mengetahu inya  ;  

- Bahwa saks i  juga  mendengar  bahwa  yang  menjad i  Dasar  

Hukum t i ndakan  Tergugat  untuk  melakukan  Pendaf ta ran  

Susulan  te rsebu t  ada lah  Hasi l  Evaluas i  Raperdasus  yang  

ber i s i  13 kesepaka tan  ;  

- Bahwa  sebaga i  seker ta r i s  Tim  Sukses ,  saks i  te lah  

mener ima  Sura t  yang  d i t u j u kan  kepada  Para  Penggugat  

ten tang  perba i kan  berkas  penca lonan  dan  persyara tan  

penca lonan ,  yakn i  Sura t  Terggugat  Nomor  :  62/KPU-

Prov .032 / IV /2011 ,  per iha l  perba i kan  Berkas  penca lonan ,  

dan persyara tan  penca lonan ,  ber tangga l  11 apr i l  2011 ;  

dan  Sura t  Terggugat  Nomor  :  79/KPU- Prov .032 / IV /2011  

dengan  Lampi ran  Ber i t a  Acara  Tanpa  Nomor,  ber tangga l  
Hal .  31 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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18  Apr i l  2011  yang  subs tans inya  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa Terggugat  te lah  melakukan  ver i f i k a s i  

berkas  penca lonan  dan  menyatakan  Para  Penggugat  Tidak  

Memenuhi  Syara t ,  karena  dukungan  suara  sah  t i dak  

mencukup i  batas  min ima l  dan  atau  dukungan  suara  sah  

hanya  sebesar  42.515 ,  dan  te rhadap  sura t  Terggugat  

te rsebu t ,  Para  Penggugat  ;

2. Saks i  DEKY  HOWAY 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa saks i  ada lah  Ketua  Par ta i  Pengusaha  dan  Peker jaan  

Indones ia   Prov ins i   Papua  Bara t  Bahwa Par ta i  PPI  hanya  

member i  dukungan  Kepada   Para  Kandida t ,  akan  te tap i  tanpa  

sepengetahuannya  sebaga i   Ketua ,  Par ta i nya  te lah  member i  

dukungan  kepada  George  Auparay  ;

- Bahwa sampai  saat  in i  saks i  be lum  digan t i  sebaga i  Ketua  

DPD PPPI  Prov ins i  ;

- Bahwa saks i l ah  yang  mener ima  dan  mendata  untuk  mendi r i k an  

Par ta i  PPI  di  Prov ins i  Papua  Bara t  dan  saks i  pu la  yang  

mendaf ta r kan  Par ta i nya  di  KESBANGPOL Prov ins i  Papua Bara t ;

3. Saks i  EDWARD KUWAY :

- Bahwa  saks i  ada lah  Seker ta r i s  Par ta i  Buruh  Prov ins i  

Papua  Bara t  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  member ikan  dukungan  kepada  

pasangan  ca lon  la i nnya  kecua l i  kepada  Para  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  dengan  Ketua  Par ta i  Buruh  Prov ins i  Papua 

Bara t  yang menandatangan i  Sura t  dukungan  ;

- Bahwa  saks i  pernah  d isa rankan  oleh  Terggugat  untuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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mengal i hkan  dukungannya  kepada  kand ida t  la i n  dengan  

alasan  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  dan  dar i  

pada  Par ta i nya  jad i  penonton ,  akan  te tap i  saks i  te tap  

pada  Keputusan  Par ta i nya  untuk  mendukung  Para  

Penggugat  dengan sega la  konsekwens inya ;

4. Saks i  EDY KAWAB :

- Bahwa saks i  ada lah  sa lah  satu  Tim Lobby  Par ta i  Pol i t i k  

Para  Penggugat  ;

- Bahwa  da lam  melakukan  lobby  saks i  dan  t im  lobby  

la i nnya  mendatang i  ketua  dan seker ta r i s  Par ta i  Pol i t i k  

d i rumah karena  t i dak  ada kanto r  Par ta i  ket i ka  i t u  ;

- Bahwa  saks i  pernah  mengiku t i  per temuan  dengan  

Tergguga t  d imana  Terggugat  pernah  menyatakan  bahwa 

berkas  Para  Penggugat  te lah  lengkap ;

5. Saks i  BAKRI A.  SOPHAN :

- Bahwa  saks i  ada lah  Tim  Lobby  Par ta i  Pendukung  Para  

Penggugat  ;

- Bahwa  saks i  send i r i  te l ah  melobby  4  Par ta i  Pol i t i k  

yang  member i  dukungan  kepada  Para  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  juga  iku t  da lam  proses  pendaf t a r an  Para  

Penggugat  pada  tangga l  15  Maret  2011  kepada  

Tergguga t  ;

- Bahwa  Par ta i  Pol i t i k  Pendukung  Para  Penggugat  yang  

mendaf ta r kan  Para   Penggugat  ber jumlah  sek i t a r  8 

Par ta i  dar i  14  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  dike tahu i  

o leh  saks i  ;

Hal .  33 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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5.  Bukt i ?. .

- Bahwa  saks i  tahu ,  Para  Penggugat  yang  d ida f t a r kan  

per tama  kepada  Tergguga t  dan  kemudian  disusu l  o leh  

Pasangan  Calon  Bram- Kat jong ;

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  ten tang  pendaf ta ran  

susu lan  yang  d i l akukan  oleh  Terggugat  pada  tangga l  1 

s/d  7  Apr i l   2011  dan  sega la  proses  ver i f i k a s i n ya  

sampai  dengan te r t i b nya  obyek  sengketa ;

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  Jawabannya,  
Tergugat  te lah  mengajukan  ala t - ala t  bukt i  sura t  berupa  fo tocopy  
sura t - sura t  yang  d ibe r i  tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 14,  yang  mana 
sura t  bukt i  T- 5 t i dak  dipe r t imbangkan  o leh  Maje l i s  Hakim karena  
t i dak  dapat  d i  bukt i kan  oleh  Tergugat  da lam Pers idangan  dan  
sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te l ah  dibe r i  matera i  cukup  dan te l ah  
dicocokkan  dengan as l i n ya  atau  fo tocopynya ,  kemudian  
dipe r l i h a t k an  kepada  Para  Penggugat ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  
sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  sebaga i  
ber i ku t  ;

1. Bukt i  T- 1 :

Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  

Nomor  14  Tahun  2011  Tangga l  02  Maret  2011  

Tentang  Perubahan  Keputusan  KPU Nomor  05 

Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  

Papua  Bara t .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

2. Bukt i  T- 2 :

Dokumen Ber i t a  Acara  Nomor  18/BA/KPU-

PB/2011  Tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  

Pleno  Penetapan  Bakal  Calon  Yang  Memenuhi  

Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi lu  

Gubernur .   (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

3. Bukt i  T- 3 :

Sura t  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  

91/KPU.Prov - 032/ IV /2011  Tangga l  29  Apr i l  

2011  Per iha l  Penyampaian  has i l  ver i f i k a s i  

dan  k la r i f i k a s i  Penca lonan  Gubernur  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  

di tu j ukan  kepada  Sdr .  Yusak  Samuel  Bis i  

Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,  MBA.,  d i  Manokwar i  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy ) ;

4. Bukt i  T- 4 :

Ber i t a  Acara  Nomor  17/BA/KPU- PB/ IV /2011  

Tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  Pemenuhan  

Persyara tan  yang  d ia j ukan  oleh  Par ta i  

Pol i t i k /Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Pasangan  

Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua 

Bara t  Tahun  2011  Yusak  S.B  Wonatorey ,  

S. IP . ,SH. ,MBA. ,  dan  Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy ) ;

5. Bukt i  T- 6 :

Daf ta r  Nama Pasangan  Calon  Yusak  S.B  

Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,MBA. ,  yang  mendaf ta r  

pada  KPU  Prov ins i  Papua  Bara t  Sebagai  

Bakal  Calon  Gubernur  Papua  Bara t  Per iode  

2011  –  2016  dengan  11  (sebe las )  Par ta i  

pendukung  anta ra  la i n  :  PIS,  PPIB,  PPPI ,  

PDB,  Par ta i  Kedaula tan ,  Par ta i  Buruh ,  PSI ,  

PDP,  PKPI ,  PPD,  dan  PKP,  daf ta r  te rsebu t  

d i tanda tangan i  o leh  penghubung  yakn i  Moses  

Tanat i  dan  Leonardo  Fonataba  Tangga l  15  

Maret  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ;

6. Bukt i  T- 7 :

Sura t  ver i f i k a s i  Persyara tan  Calon  

Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  Tentang  

Pemenuhan  Admin is t r a s i  model  BB te r t angga l  

Manokwar i ,  Tangga l  28  Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;

7. Bukt i  T- 8 :

Hal .  35 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sura t  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  

38/KPU- Prov .  032/ I I I / 2 011  Tangga l  29 Maret  

2011  Tentang  Perba ikan  Tahap  I I  Berkas  

Pasangan  Calon  Gubernur  Prov ins i  Papua 

Bara t  yang  di tu j u kan  kepada  Pasangan  Calon  

Yusak  Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,MBA,  d i  

Manokwar i .  Dike lua rkan  oleh  Ketua  Tim 

ver i f i k a s i  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Fi l ep  

Wamafma,  SH. ,  M.HUM.  d i l amp i r kan  Daf ta r  

Ver i f i k a s i  Persyara tan  Calon  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  Tahun  

2011  Pemenuhan  Admin is t r a s i  model  B atas  

nama Yusak  S.B  Wonatorey ,  S. IP . ,SH. ,MBA  – 

Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i nya ) ;

8. Bukt i  T- 9 :

Sura t  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  

79.1 /KPU- Prov .  032/ IV /2011  Tangga l  18 

Apr i l  2011  Tentang  Perba i kan  Persyara tan  

Penca lonan  di tu j ukan  kepada  Pasangan  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Yusak  

Wonatorey ,  S. IP . ,SH . ,MBA  dan  Ismai l  

Si r f e f a ,  S.Sos  di  Manokwar i .  Dike lua rkan  

oleh  Ketua  Tim  Ver i f i k a s i  KPU Prov ins i  

Papua  Bara t  Fi l ep  Wamafma,  SH. ,M.HUM,  

di l amp i r kan  Ber i t a  Acara  Nomor  17/BA/KPU-

PB/ IV /2011  Tentang  Pemenuhan  Persyara tan  

yang  dia jukan  oleh  Par ta i  Pol i t i k /Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  Calon  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  Tahun  2011  

atas  nama  Yusak  S.B  Wonatorey ,  

S. IP . ,SH. ,MBA  –  Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;

9. Bukt i  T- 10 :

Berkas  Persyara tan  Calon  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  Tahun  

2011  dar i  Yusak  Samuel  Bis i  Wonatorey ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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S. IP . ,  SH. ,MBA.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

10. Bukt i  T- 11 :

Pet i kan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  

Nomor  26  Tahun  2011  Tangga l  17  Jun i  2011  

Tentang  Penetapan  dan  Pengumuman Pasangan  

Calon  Yang Memenuhi  Syara t  dan Lo los  da lam 

Penca lonan  untuk  mengiku t i  Pemi l i han  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  

Bara t  Tahun  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

11. Bukt i  T- 12 :

UNDANGAN pengambi l an  nomor  uru t  Calon  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  

Bara t  Per iode  2011  – 2016  Tangga l  20  Jun i  

2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;

12. Bukt i  T. - 13 :

Pet i kan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  

Nomor  27  Tahun  2011  Tangga l  20  Jun i  2011  

Tentang  Penetapan  Nomor  Urut  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  da lam 

Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

Prov ins i  Papua Bara t  Tahun 2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

13. Bukt i  T- 14 :

Sura t  Kesepakatan  Bersama eva luas i  

Raperdasus  Tentang  Tata  Cara  dan  Tahapan  

Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  di  

Prov ins i  Papua  Bara t .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ;

Menimbang,  bahwa p ihak  Terguga t  te l ah  dibe r i kan  kesempatan  

oleh  Maje l i s  Hakim untuk  mengajukan  saks i  d ipe rs i dangan ,  namun 
Hal .  37 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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TENTANG???.

t i dak  menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  dan  menghad i r kan  

saks i  da lam pers idangan ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  proses  jawab- menjawab  dan  

pembukt i an  se lesa i ,  para  pihak  dipers i dangan  masing- masing  

te l ah  menyampaikan  kes impu lan  te r t angga l  04  Ju l i  2011,  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  te tap  pada  dal i l - da l i l  gugatan  maupun 

jawaban  dan  ekseps i  masing- masing ,  sebaga imana  te rcan tum  da lam 

ber i t a  acara  pers i dangan  perkara  in i  dan  te lah  tu ru t  

d ipe r t imbangkan  bersama- sama dalam putusan  in i ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  i s i  putusan  in i ,  maka 

sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d ida lam  pers idangan  yang  te l ah  

te rmuat  dan  te rcan tum  dalam  ber i t a  acara  pemer iksaan  

pers i dangan  merupakan  suatu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dar i  putusan  in i ;

Menimbang,  bahwa Para  Pihak  menyatakan  t i dak  ada lag i  yang  
dikemukakan  dan se lan ju t n ya  mohon Putusan  dalam perkara  in i ,  
o leh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim te l ah  mengambi l  PUTUSAN 
berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum sebaga imana  
diu ra i kan  dibawah in i  :

 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te rsebu t  da lam duduk  perkara  di  atas  ;

 Menimbang,  bahwa  yang   menjad i   ob jek   sengketa   da lam 

perkara  in i  ada lah :

Ber i t a  Acara  Nomor  :  18/BA/KPU- PB/2011  Tangga l  28  Apr i l  2011  

Tentang  Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam gugatan nya  pada 

pokoknya  mendal i l k an  bahwa t i ndakan  Tergugat  da lam menerb i t kan  

objek  sengke ta  te lah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan yang  ber laku  dan Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  

khususnya  Asas Kecermatan  Formal  ;

 Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  membantahnya  sebaga imana  te r t uang  dalam 

Jawabannya  te r t angga l  21  Jun i  2011  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  

t i dak  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber l aku  dan Asas- Asas Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Jawaban  Terguga t  te rmuat  pu la  

mengenai  Ekseps i ,  o leh  karena  i t u  sebe lum  memper t imbangkan  

mengenai  pokok  perkaranya  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

te r l eb i h  dahu lu  mengenai  Ekseps i  yang  dia j ukan  oleh  Tergugat  

te rsebu t  sebaga imana  te ru ra i  d i  bawah in i  ;  

DALAM EKSEPSI  ;

 Menimbang,  bahwa  Ekseps i  yang  disampaikan  Tergugat  pada 

pokoknya  ada lah  berkenaan  dengan  Kewenangan  Mengadi l i ,  dengan  

alasan  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  sengketa  te rsebu t  d i  

atas  ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  77  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kewenangan  

Mengadi l i  da lam Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rbag i  menjad i  2  

(dua)  jen i s  ya i t u  Kewenangan  Mengadi l i  yang  bers i f a t  Abso lu t  

(Kompetens i  Absolu t )  dan  Kewenangan  Mengadi l i  yang  bers i f a t  

Rela t i f  (Kompetens i  Rela t i f ) ,  namun berdasarkan  dal i l  ekseps i  

Tergugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  perkara  d i  atas  

Tergugat  mendal i l k an  bahwa  ket i dak l o l o san  Para  Penggugat  

semata- mata  karena  persoa lan  Par ta i  Pol i t i k  dan  hal  te rsebu t  

merupakan  masalah  in t e rna l  Par ta i  Pol i t i k  ;

Menimbang,  bahwa sete lah  mencermat i  se lu ruh  ura ian  Ekseps i  

Hal .  39 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Tergugat  in  l i t i s  menuru t  Maje l i s  Hakim  Ekseps i  Tergugat  

te rka i t  dengan  Kompetens i  Abso lu t  Pengad i l an ,  d imana  menuru t  

Tergugat  sengketa  in  casu  bukan lah  menjad i  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  untuk  memer iksa  dan 

mengadi l i n ya ,  namun  merupakan  kewenangan  dar i  Pengad i l an  

Neger i  ;

Menimbang,  bahwa untuk  menentukan  apakah  sengketa  in  casu  

te rmasuk  dalam ruang  l i ngkup  po l i t i k  karena  merupakan  masalah  

in te rna l  par ta i  po l i t i k  sebaga imana  dal i l  Ekseps i  Tergugat  a  

quo ,  Maje l i s  Hakim  per t imbangkan  dengan  ura ian  sebaga i  

ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Penje lasan  Pasal  32 ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor 2 tahun  2011 ten tang  perubahan  atas  Undang-

Undang Nomor  2 tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  dimaksud  

dengan  “perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k ”  mel ipu t i  anta ra  la i n :  (1 )  

perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan ;  (2 )  

pe langgaran  te rhadap  hak  anggota  Par ta i  Pol i t i k ;  (3 )  pemecatan  

tanpa  alasan  yang  je l as ;  (4 )  penya lahgunaan  kewenangan;  (5 )  

per tanggung jawaban  keuangan;  dan/a tau  (6 )  kebera tan  te rhadap  

keputusan  Par ta i  Pol i t i k  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  berdasarkan  ura ian  keten tuan  

Pasal  23  dan  Pasal  24  Undang- Undang  te rsebu t ,  perse l i s i h an  

Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t  d ise lesa i kan  oleh  in te rna l  Par ta i  dan  

apab i l a  penye lesa ian  perse l i s i h an  t i dak  te rcapa i  maka 

penye lesa i an  perse l i s i h an  d i l akukan  Pengadi l an  Neger i  dan  

te rbuka  upaya  hukum  kasas i  yang  dipu tus  o leh  mahkamah Agung ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  sengketa  yang  

mendasar i  gugatan  in i  dan  d ihubungkan  dengan  ob jek  sengketa ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  ob jek  sengketa  di te r b i t k an  bukan lah  

mengenai  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  maupun  permasa lahan  

in te rna l  par ta i  po l i t i k  sebaga imana  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  d i  atas ,  namun  sengke ta  in  casu  muncul  

ak iba t  d i t e r b i t k annya  objek  sengketa  o leh  Tergugat  sebaga i  

penye lenggara  urusan  pemer in tahan  dalam melaksanakan  PEMILUKADA 

yang  secara  yur i d i s  normat i f  masuk  da lam ranah  admin is t r a t i f ,  
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seh ingga  menuru t  Maje l i s  Hakim  sengketa  in  casu  merupakan  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  dan  

mengadi l i n ya  sebaga imana  keten tuan  Pasal  2  huru f  (g )  Undang-

Undang  Nomor  9 Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jo.  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  (SEMA) Nomor  

7  Tahun  2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengena i  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  Ekseps i  Tergugat  mengena i  Kewenangan  

Mengadi l i / K ompetens i  Absolu t  yang  menyatakan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  t i dak  berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  

a quo dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ekseps i  Tergugat  a  quo  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  dan  kedudukan  Tergugat  in  casu  

KPU Prov ins i  Papua  Bara t  berada  di  Yur i sd i k s i  PTUN Jayapura ,  

maka dengan  demik ian  PTUN Jayapura  berwenang  untuk  memer iksa ,  

memutus,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  in  casu  te rhadap  te rb i t n ya  

objek  sengke ta ,  se lan ju tn ya  Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  

Tentang  Pokok  Perkaranya  dengan  per t imbangan  hukum sebaga imana  

te ru ra i  d ibawah in i  ;  

DALAM POKOK PERKARA :

 Menimbang,  bahwa alasan  Para  Penggugat  da lam dal i l - da l i l  

gugatannya  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  objek  sengketa  

ber ten tangan  dengan  ;

a. Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku ,  khususnya  Pasa l  

59  ayat  (5 )  huru f  a,  b  dan  c  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah ,  Pasa l  43  ayat  (1 )  sampai  

dengan  (5 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  

Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangka tan  dan Pemberhen t i an  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  ser ta  Pasal  14 ayat  (2 ) ,  (3 ) ,  

(5 )  dan  (7 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  ;
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b. Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  ya i t u  Asas  Kecermatan  

Formal  ;

 Menimbang,  bahwa  dal i l  Para  Penggugat  te rsebu t  te lah  

diban tah  oleh  Tergugat  da lam  Jawabannya  dengan  mengemukakan  

alasan- alasan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  objek  sengke ta  

te l ah  dike lua r kan  berdasarkan  keten tuan  perundang- undangan  yang  

ber l aku  ya i t u  te lah  sesua i  dengan  Pasal  20  sampai  dengan  51  

Keputusan  KPU Papua Bara t  Nomor  14 Tahun 2011 Tentang  Perubahan  

Keputusan  KPU Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Prov ins i  Papua Bara t  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

Gugatan ,  Bukt i  Sura t ,  Saks i  dan  Kesimpulan  dar i  Para  Penggugat  

dihubungkan  dengan  Jawaban,  Bukt i  Sura t  dan  Kes impulan  dar i  

Tergugat  dan  berdasarkan  kewenangan  Hakim Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  yang  bers i f a t  akt i f  ( dominus  l i t i s )  berdasarkan  Pasa l  

107  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  maka Maje l i s  Hakim hanya  mempert imbangkan  bukt i -

bukt i  sura t  maupun  kete rangan  saks i  yang  re levan  sa ja  sebaga i  

bahan  per t imbangan  sedangkan  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  re levan  dikesampingkan ,  namun te tap  

di l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  yang  merupakan  bag ian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

dan/a tau  meni la i  penerb i t an  ob jek  sengke ta  in  casu ,  apakah  

te l ah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  

dan/ atau  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  53  ayat  ( 2)  Undang- undang  Nomor  9  Tahun 

2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  

mengenai  kewenangan  penerb i t an  objek  sengketa  dengan  

per t imbangan  hukum sebaga imana te ru ra i  d i  bawah in i  ;

Menimbang,  bahwa objek  sengketa  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  

in  casu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Bara t ,  
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te rhadap  hal  te rsebu t  t i dak  diban tah  o leh  Tergugat  da lam 

jawabannya ,  namum Maje l i s  Hakim memandang per l u  untuk  melakukan  

te l aah  yur i d i s  te rhadap  kewenangan  penerb i t an  objek  sengketa  

sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  5  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  9  tahun  2010  ten tang  Pedoman 

Penyusunan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  pada  

pokoknya  menyatakan  KPU Prov ins i  melakukan  pelaksanaan  regu las i  

da lam bentuk  keputusan  sa lah  satunya  ada lah  Penetapan  pasangan  

ca lon  yang memenuhi  syara t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  61  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  32  tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

menyebutkan  :  Berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  60 ayat  (2 )  dan ayat  (4 ) ,  KPUD menetapkan  pasangan  

ca lon  pa l i ng  kurang  2  (dua)  pasangan  ca lon  yang  di tuangkan  

dalam Ber i t a  Acara  penetapan  pasangan  ca lon  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  BAB  V  PENETAPAN DAN 

PENGUMUMAN PASANGAN CALON Pasa l  46  ayat  (1 )  Pera tu ran  KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  

Keputusan  KPU Nomor  05  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  

Daerah  Prov ins i  Papua Bara t  menentukan  :

Ayat  (1 )  :

berdasarkan  has i l  pene l i t i a n ,  KPU Prov ins i  menetapkan  
nama- nama pasangan  ca lon  yang  memenuhi  syara t  sebaga i  
peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  
pal i ng  sed ik i t  2  (dua)  pasangan  ca lon  yang  di tuangkan  
dalam  BERITA  ACARA PENETAPAN PASANGAN CALON untuk  
dise rahkan  kepada  MRP,…dst  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  te rsebu t  

d i  atas ,  maka menuru t  Maje l i s  Hakim penerb i t an  objek   sengketa  

te rsebu t  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  o leh  karenanya  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  ob jek  

sengketa  secara  yur i d i s  harus  d inya takan  te lah  sesua i  dengan  
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kewenangannya  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  untuk  menguj i  dan/a tau  

meni la i  apakah  prosedur  dan subs tans i  penerb i t a n objek  sengketa  

in  casu  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan/a tau  sesua i  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  menguj i nya  dengan  

menggunakan  Pasa l  6  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  9 

tahun  2010  ten tang  Pedoman  Penyusunan  Tahapan,  Program,  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah,  da lam tahapan  pelaksanaan  sa lah  satunya  adalah  

mengenai  Penca lonan ,  dengan  ura ian  tahapan  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Pengumuman dan/a tau  penyerahan  dokumen dukungan  penca lonan  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah,  anta ra  la i n  :

- Jadwal  waktu  pendaf ta ran  pasangan  ca lon  ;

- Jumlah  kurs i  dan jumlah  suara  pero lehan  suara  sah  

pal i ng  rendah  untuk  pasangan  ca lon  yang  dia j ukan  

par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  ;

2. Pendaf ta ran  pasangan  ca lon  yang  dia jukan  par ta i  po l i t i k  

atau  gabungan  par ta i  pol i t i k  ;

3. Penel i t i a n  dan  pember i t ahuan  has i l  pene l i t i a n  pemenuhan  

syara t  ca lon  ;

4. Penel i t i a n  u lang  ke lengkapan  dan  perba i kan  persyara tan  

pasangan  ca lon  ;

5. Pengumuman pasangan  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  ;

 Menimbang,  bahwa  sebaga imana  te rungkap  di  Pers idangan  

Tergugat  te l ah  menentukan  Tahapan  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

Tahun  2011  yang  te rmuat  da lam  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua 

Bara t  Nomor  02  tahun  2010  dengan  mengeluarkan  Pengumuman 

Nomor  :  27  Tahun  2010  (  v ide  Bukt i  P- 11) ,  se lan ju t nya  di rubah  
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dengan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  13  tahun  2010  

dimana  waktu  pendaf ta ran  Bakal  Calon  Gubernur  dan  Calon  Waki l  

Gubernur  Prov ins i  Papua Bara t  ya i t u  pada  tangga l  10 – 17 Maret  

2011;

Menimbang,  bahwa te l ah  menghadap di  Pers idangan  Saks i  atas  

nama Ter t i u s  Kuway,  SH.  dan  Bakr i  A.  Sophian  yang  member ikan  

kete rangan  dibawah  jan j i / s umpah  menyampaikan  bahwa  Jadwal  

Pendaf ta ran  dibuka  pada  tangga l  10  -  16  Maret  2011  dan  Para  

Penggugat  melakukan  pendaf ta ran  ke  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  

pada  tangga l  15  Maret  2011,  namun  kemudian  Tergugat  membuka 

pendaf t a ran  kembal i  pada tangga l  1 -  7 Apr i l  2011 ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  10  Pera tu ran  KPU Nomor  

9  tahun  2010  menyatakan  Tahapan,  program  dan  jadwa l  

penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

yang  te l ah  di t e t apkan  oleh  KPU  Prov ins i  dan/a tau  KPU 

Kabupaten /Ko ta  waj ib  di l aksanakan  secara  tepa t  waktu  ;

Menimbang,  bahwa  atas  hal  te rsebu t  Tergugat  da lam 

Jawabannya  menyatakan  perubahan  jadwa l  dan  membuka  kembal i  

pendaf t a ran  baru  bagi  baka l  pasangan  ca lon  yang  be lum mendaf ta r  

pada  tangga l  1  -  7  Apr i l  2011  ada lah  karena  didasarkan  pada  

s i t uas i ona l  po l i t i k  d i  daerah  dan  demi  menjaga  stab i l i t a s  

nas iona l  dan  daerah  dengan  mengajukan  bukt i  sura t  berupa  

Kesepakatan  Bersama Evaluas i  Raperdasus  Tentang  Tata  Cara  dan  

Tahapan  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  d i  Papua  Bara t  

(v i de  Bukt i  T- 14) ,  namun  Bukt i  T- 14  te rsebu t  adalah  bukt i  

fo tocopy  dar i  fo tocopy  seh ingga  patu t  d ikesampingkan  apalag i  

bukt i  te rsebu t  t i dak  didukung  dengan  bukt i  la i nnya ,  walaupun  

demik ian  menuru t  Maje l i s  Hakim tahapan  pendaf ta r an  te l ah  d ia tu r  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i  ya i t u  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  59 ayat  (7 )  Undang- Undang  Nomor  12  

tahun  2008  ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  32  

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa 

masa pendaf t a r an  sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )  pa l i ng  lama  

7 ( tu j uh )  har i  te rh i t ung  se jak  pengumuman pendaf t a r an  pasangan  

ca lon ,  bahwa  sepatu tnya  apab i l a  Tergugat  mempedomani  Undang-
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang  dimaksud  dalam perumusan  Keputusan  mengena i  Tahapan  dan  

Keputusan  mengenai  pengumuman  pendaf t a r an ,  semest inya  har i  

pendaf t a ran  te l ah  berakh i r  pada  17  Maret  2011,  akan  te tap i  

apab i l a  mengacu  kepada  dasar  dia j ukannya  gugatan  o leh  Para  

Penggugat ,  Maje l i s  Hakim  t i dak  menemukan  fak ta  bahwa  ada  

kepent i ngan  da lam ha l  proses  yang di rug i kan  bag i  Para  Penggugat  

te rka i t  dengan  tahapan  pendaf ta ran  te rsebu t ,  karena  Para  

Penggugat  te l ah  di te r ima  o leh  Tergugat  pada  masa  pendaf ta ran  

ya i t u  pada  tangga l  15  Maret  2011,  ha l  in i  se ja l an  dengan  

keten tuan  pasa l  14 ayat  (6 )  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  

Nomor  14  Tahun  2011  ten tang  Perubahan  Keputusan  KPU Prov ins i  

Papua  Bara t  Nomor  05  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Prov ins i  Papua Bara t  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  di te r imanya  pendaf ta ran  Para  

Penggugat ,  maka  tahapan  se lan ju tn ya  ada lah  Penel i t i a n  dan  

pember i t ahuan  has i l  pene l i t i a n  pemenuhan  syara t  ca lon  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat ,  bahwa penyampaian /  pember i t ahuan  has i l  

pene l i t i a n  persyara tan  kepada  Par ta i  Pol i t i k /Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  dan ca lon  perseorangan  untuk  dipe rba i k i  ;

Menimbang,  bahwa Tergugat  te lah  menyampaikan  Sura t  per iha l  

:  Perba ikan  Tahap  I  Berkas  Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  dengan  Sura t  Nomor  :  

37/KPU.Prov .032 / I I I / 2 0 11  di tu j ukan  kepada  Pasangan  Calon  

Gubernur  atas  nama  Yusak  S.  B  Wonatorey ,  S. IP . ,  SH. ,  MBA 

(Penggugat )  (v ide  Bukt i  P- 7.1 )  dan  Sura t  Nomor  :  

36/KPU.Prov .032 / I I I / 2 0 11  kepada  Pasangan  Calon  Waki l  Gubernur  

atas  nama Ismai l  Si r f e f a ,  S.Sos  (Penggugat )  (v i de  Bukt i  P- 7.2 )  

d imana  masing- masing  sura t  te rsebu t  memuat  persya ra tan  yang  

per l u  dipe rba i k i  dan  di l engkap i  untuk  dikembal i kan  pada  

Tergugat  pada har i  Selasa  tangga l  22 Maret   2011 ;

 Menimbang,  bahwa sete lah  kekurangan  berkas  pada  Tahap  I  

d i l engkap i  dan  dikembal i kan  kepada  Terguga t  se lan ju t nya  

Tergugat  menyampaikan  Sura t  per iha l  :  Perba ikan  Tahap I I  Berkas  

Pasangan  Calon  Gubernur  dan Calon  Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  

Bara t  dengan  Sura t  Nomor  38/KPU.Prov .032 / I I I / 2 011  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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di tu j ukan  kepada  masing- masing  Para  Penggugat  (v i de  Bukt i  P- 7.3  

dan P- 7.4 )  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  perubahan  jadwal  dan  

pendaf t a ran  baru  yang  di l akukan  Tergugat  pada  tangga l  1  -  7  

Apr i l  2011  seh ingga  pasangan  ca lon  yang  mendaf ta r kan  di r i  ke  

KPU  Prov ins i  Papua  Bara t  ber tambah,  se lan ju t nya  Tergugat  

kembal i  melakukan  pene l i t i a n  admin is t r a s i  u lang  te rhadap  

se lu ruh  pasangan  ca lon  te rmasuk  te rhadap  Para  Penggugat  yang  

sudah  di l akukan  pene l i t i a n  pada  masa  pendaf t a r an  per tama  dan  

menyampaikan  has i l  penel i t i a n  ulang  te rsebu t  kepada  Para  

Penggugat  dengan  Sura t  Nomor  :  62/KPU.Prov .032 / I I I / 2 0 11  

te r t angga l  11  Apr i l  2011  (v i de  Bukt i  P- 8.1)  dan  Sura t  Nomor  :  

79/KPU.Prov .032 / I I I / 2 0 11  te r t angga l  18  Apr i l  2011  (v ide  Bukt i  

P- 8.2 )  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pene l i t i a n  ulang  te rsebu t  

d i l an j u t k an  dengan  ver i f i k a s i  h ingga  te rb i t n ya  objek  sengketa ,  

da lam objek  sengketa  beser ta  lampi rannya  a quo  d inya takan  Para  

Penggugat  t i dak  lo l os  ver i f i k a s i  dengan  kete rangan  jumlah  kurs i  

atau  akumulas i  suara  sah  t i dak  memenuhi  syara t  15%,  hal  mana 

menuru t  da l i l  Terguga t  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  pengusung  Para  

Penggugat  te rka i t  dengan  dukungan  ganda,  dar i  Par ta i  Pol i t i k  

pengusung  Para  Penggugat  sebaga imana  sura t  penca lonan  Model  B-

KWK.KPU,  B1- KWK.KPU dan  B2- KWK.KPU (v i de  Bukt i  P- 3,  P- 4 dan  P-

5)  sete lah  di l akukan  ver i f i k a s i  hanya  te rs i s a  2  (dua)  Par ta i  

Pol i t i k ,  ya i t u  Par ta i  Buruh  dan  Par ta i  Bin tang  Reformas i ,  

sedangkan  s isanya  oleh  Terguga t  d inya takan  mencabut  dukungan  

atau  d inya takan  t i dak  mengusung  Para  Penggugat ,  se lan ju t nya  

Tergugat  menyatakan  Para  Penggugat  Tidak  Memenuhi  Syara t  (TMS)  

dengan  menerb i t kan  objek  sengketa  dan  mengi r imkan  sura t  kepada  

Para  Penggugat  Nomor :  91/KPU.Prov - 032/ IV /2011  Tangga l  29 Apr i l  

2011  per iha l  penyampaian  has i l  ver i f i k a s i  dan  k la r i f i k a s i  

Penca lonan  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  

(v i de  Bukt i  P- 10 = Bukt i  T- 3)  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Keten tuan  Pasal  1  ayat  (11)  

Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  14 Tahun  2011  ten tang  

Hal .  47 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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Perubahan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  05  Tahun  

2010 Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  Papua  Bara t  

menyatakan  bahwa  yang  d imaksud  ver i f i k a s i  adalah  pene l i t i a n  

mengenai  keabsahan  sura t  pernya taan  dukungan,  fo tokop i  kar tu  

tanda  penduduk  atau  dokumen  kependudukan ,  pembukt i an  t i dak  

adanya  dukungan  ganda,  t i dak  adanya  pendukung  yang  te l ah  

meningga l  dun ia ,  t i dak  adanya  pendukung  yang  sudah  t i dak  lag i  

menjad i  penduduk  d i  wi layah  yang  bersangku tan ,  atau  t i dak  

adanya  pendukung  yang t i dak  mempunyai  hak  pi l i h  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  7  ayat  (3 )  Keputusan  

KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  14 Tahun  2011  ten tang  Perubahan  

Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  05 Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  Papua  Bara t  

menyatakan  :  Par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  

sudah  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon  dan  sudah  menandatangan i  

kesepaka tan  penga juan  baka l  pasangan  ca lon ,  t i dak  d ibenarkan  

menar i k  dukungan  kepada  baka l  pasangan  ca lon  yang  bersangku tan ,  

dengan  keten tuan  apab i l a  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  

po l i t i k  te tap  menar i k  dukungan  te rhadap  baka l  pasangan  ca lon  

yang  bersangku tan ,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  

te rsebu t  d ianggap  te tap  mendukung  baka l  pasangan  ca lon  yang  

te l ah  dia j ukan  ;

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  keten tuan  te rsebu t ,  

t i ndakan  yang  d i l akukan  Tergugat  dengan  mengurang i  jumlah  

dukungan  kepada  Para  Penggugat  dan  mengal i hkannya  kepada  

pasangan  ca lon  la i n  te l ah  nyata  ber ten tangan  dengan  Pasa l  7 

ayat  (3 )  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  14 Tahun 2011  

a  quo ,  seharusnya  Tergugat  mengambi l  s ikap  apab i l a  Par ta i  

Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  te tap  menar i k  dukungan  

te rhadap  baka l  pasangan  ca lon  yang  bersangku tan ,  Par ta i  Pol i t i k  

atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  te r sebu t  d ianggap  te tap  mendukung  

baka l  pasangan  ca lon  yang  te lah  dia j ukannya  in  casu  kepada  Para  

Penggugat  ;  

 Menimbang,  bahwa  s ikap  Terguga t  te rhadap  dukungan  ganda  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Par ta i  Pol i t i k  sepatu tnya  mendasarkan  kepada  keten tuan  Pasal  60 

ayat  (1 ) ,  (2 ) ,  dan (3 )  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  

14  Tahun  2011  ten tang  Perubahan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  

Bara t  Nomor  05  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Prov ins i  Papua Bara t  yang  menyatakan  :

(1 )  

Apabi l a  da lam proses  pene l i t i a n  admin i s t r a s i  te rhadap  sura t  

penca lonan  di temukan  dokumen sebuah  par ta i  po l i t i k  memi l i k i  

2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  yang  masing- masing  

mengajukan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  pene l i t i a n  

menyangkut  keabsahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  

kepada  pimpinan  pusat  par ta i  po l i t i k  yang bersangku tan  ;

(2 )  

Dalam  pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  KPU Prov ins i  atau  KPU 

Kabupaten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  berpedoman pada  

anggaran  dasar /anggaran  rumah  tangga  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  ;

(3 )

Apabi l a  te rdapa t  2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  par ta i  

po l i t i k  d i  t i ngka t  pusat ,  maka keabsahan  kepengurusan  pusat  

par ta i  po l i t i k  te rsebu t  mengacu  kepada  Keputusan  Menter i  

Hukum  dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  ten tang  

pengesahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  yang  masih  

ber l aku  ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  Pasal  7 ayat  (4 )  Keputusan  KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  14  Tahun  2011  ten tang  Perubahan  

Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  Nomor  05 Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  Papua Bara t  menyatakan  

Hal .  49 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Proses  pen ja r i ngan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  secara  

demokra t i s  dan  t ransparan  sesua i  dengan  mekanisme  yang  ber laku  

dalam  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  dal i l  Tergugat  yang  menyatakan  

bahwa  t i dak  diakomodi rnya  Para  Penggugat  sebag imana  yang  

te r t uang  dalam objek  sengketa  disebabkan  oleh  adanya  dukungan  

ganda dar i  Par ta i  Pol i t i k  maupun adanya  penar i kan  dukungan  yang  

di l akukan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  yang  pernah  mendukung  Pasangan  

Calon  Para  Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa Par ta i  Pol i t i k  yang  mengajukan  dukungan  

ganda  maupun  Par ta i  Pol i t i k  yang  menar i k  dukungannya  menuru t  

Tergugat  te l ah  disampaikan  kepada  Para  Penggugat  mela lu i  

sura tnya  Nomor  :  91/KPU.Prov - 032/ IV /2011  Tangga l  29  Apr i l  2011  

per i ha l  penyampaian  has i l  ver i f i k a s i  dan k la r i f i k a s i  Penca lonan  

Gubernur  dan Waki l  Gubernur  Papua Bara t  Tahun  2011  (v i de  Bukt i  

P- 10  =  Bukt i  T- 3) ,  yang  disampaikan  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  :  

1. DPW Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasina l  (PPRN)  t i dak  penah  

member ikan  dukungannya  kepada  s iapapun  kecua l i  pada George  

Celc i us  Auparay  /  Hasan  Ombaier  ( t i d ak  ada  bukt i  sura t  

maupun kete rangan  saks i  yang  d ia j ukan  da lam pers idangan)  ;

2. DPD Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  mengajukan  dukungan  

ganda  ( t i dak  ada bukt i  sura t  maupun kete rangan  saks i  yang  

dia jukan  da lam pers idangan)  ;

3. DPD Par ta i  Kedaula tan  mengajukan  dukungan  ganda  ( t i d ak  

ada  bukt i  sura t  maupun  kete rangan  saks i  yang  d ia j ukan  

dalam pers idangan)  ;

4. DPD Par ta i  Ser i ka t  Indones ia  mencabut  dukungan  te rhadap  

Para  Penggugat  ( t i dak  ada  bukt i  sura t  maupun  kete rangan  

saks i  yang dia jukan  dalam pers idangan)  ;

5. DPD Par ta i  Keadi l an  dan  Persa tuan  Indones ia  mengajukan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan  ganda  berdasarkan  kepengurusan  ganda  ( t i dak  ada  

bukt i  sura t  maupun  kete rangan  saks i  yang  d ia j ukan  dalam  

pers idangan)  ;

6. Par ta i  Kebangk i t an  Nasiona l  Ulamah  mencabut  dukungannya  

kepada  Para  Penggugat  oleh  Sekre ta r i s  PKNU atas  nama 

Jamrudd in  ( t i d ak  ada  bukt i  sura t  maupun  kete rangan  saks i  

yang  dia j ukan  da lam pers idangan) ;

7. Par ta i  Karya  Pedul i  bangsa  (PKPB)  mengajukan  dukungan  

ganda,  berdasarkan  kepengurusan  ganda  ( t i dak  ada  bukt i  

sura t  maupun  kete rangan  saks i  yang  dia j ukan  dalam  

pers idangan) ;

8. Par ta i  Persa tuan  Daerah  mengajukan  dukungan  ganda  dar i  

pengurus  yang  sama  ( t i dak  ada  bukt i  sura t  maupun  

kete rangan  saks i  yang  d ia jukan  dalam pers idangan) ;

9. Par ta i  Demokras i  Pembaruan  mengajukan  dukungan  ganda  dar i  

pengurus  yang  sama  ( t i dak  ada  bukt i  sura t  maupun  

kete rangan  saks i  yang  d ia jukan  dalam pers idangan) ;

10. Par ta i  Karya  Per juangan  mengajukan  dukungan  ganda  dar i  

pengurus  yang  sama  ( t i dak  ada  bukt i  sura t  maupun  

kete rangan  saks i  yang  d ia jukan  dalam pers idangan) ;

11. Par ta i  Penegak  Demokras i  Indones ia  mengajukan  dukungan  

ganda  dar i  pengurus  yang  sama  ( t i d ak  ada  bukt i  sura t  

maupun kete rangan  saks i  yang  d ia j ukan  da lam pers idangan) ;

Menimbang,  bahwa  dar i  po in  angka  1  sampai  11  te rsebu t  

te rnya ta  t i dak  ada  satupun  bukt i  yang  dapat  d ipe r t imbangkan  

oleh  Maje l i s  Hakim  seh ingga  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

sebenarnya  t i dak  ada  alasan  hukum bag i  Terguga t  untuk  t i dak  

memasukan  Para  Penggugat  sebaga i  Peser ta  yang  d inya takan  lo l os  

ver i f i k a s i  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  bukt i  sura t  yang  dia jukan  oleh  

Hal .  51 dar i  59 Hal .  Putusan  No.  31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ,  te rnya ta  t i dak  dapat  membukt i kan  dal i l  bantahannya  

sebaga imana  yang  disampaikan  da lam jawabannya  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  pers idangan  saks i  atas  nama Deky  

Howay  yang  merupakan  Ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  

Pengusaha  dan  Peker j a  Indones ia  Prov ins i  Papua  Bara t  te l ah  

member ikan  kete rangan  dibawah  jan j i  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  Par ta i  Pengusaha  dan  Peker j a  Indones ia  

Prov ins i  Papua Bara t  ada lah  Par ta i  Pol i t i k  yang  te rda f t a r  pada  

Badan  KESBANGPOL Prov ins i  Papua  Bara t  dan  dengan  dasar  i t u l ah  

saks i  te lah  merekomendas ikan  dukungannya  kepada  Para  Penggugat  

untuk  mencalonkan  d i r i  sebaga i  Pasangan  Calon  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Papua  Bara t  ( confo rm .  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Saks i  tangga l  1 Ju l i  2011 jo .  Bukt i  P- 14)  ;

Menimbang,  bahwa dalam penerb i t an  objek  sengketa ,  apab i l a  

melangkah i  tahapan- tahapan  yang  te l ah  di j adwa lkan  namun 

t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  harus lah  memenuhi  asas  per lakuan  

yang  sama te rhadap  se lu ruh  Calon  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  menuru t  Maje l i s  Hakim t i ndakan  

Tergugat  te r sebu t  demi  kepent i ngan  umum dapat  d ikesampingkan ,  

namun  se la i n  melanggar  dar i  pada  tahapan- tahapan  yang  te lah  

di te t apkan  oleh  Tergugat  send i r i ,  te l ah  pula  te rbuk t i  da lam 

penerb i t an  objek  sengketa  melanggar  prosedur  d imana pelanggaran  

te rsebu t  te l ah  merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  dapat  d is impu lkan  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengke ta  a  quo  te l ah  te rbuk t i  cacat  secara  

prosedura l  karena  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ya i t u  Pera tu ran  KPU Nomor  9  tahun  2010  

ten tang  Tahapan,  program  dan  jadwal  penye lenggaraan  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  dan  Keputusan  KPU Nomor  

13  Tahun  2010  Jo.  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  14 

Tahun 2011 ten tang  Perubahan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Bara t  

Nomor 05 Tahun 2010 Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  

Papua  Bara t ,  maka  tun tu tan  Para  Penggugat  yang  memohon  agar  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  menyatakan  bata l  ob jek  
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sengketa  dan memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  

sengketa  a  quo  ada lah  bera lasan  hukum  dan  patu t  untuk  

dikabu l kan ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  Para  Penggugat  untuk  

memer in tahkan  Terguga t  agar  mengakomodi r  Para  Penggugat  sebaga i  

Bakal  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Papua Bara t  

Tahun 2011 ser ta  memer in tahkan  Terguga t  untuk  menerb i t kan  Sura t  

baru  untuk  menggant i kan  objek  sengketa ,  maka Maje l i s  Hakim akan  

memper t imbangkannya  secara  yur id i s  subs tans i  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa Hakim dalam memutus  perkara  t i dak  te r i k a t  

kepada  alasan- a lasan  gugatan ,  namun  dapat  menggunakan  dasar  

pengu j i an  di l ua r  a lasan- alasan  dalam  gugatan  ( asas  Dominus  

Li t i s )  ;

Menimbang,  bahwa mencermat i  Sura t  Penca lonan  Para  

Penggugat  Model  B- KWK.KPU (v ide  Bukt i  P- 3) ,  Model  B1- KWK.KPU 

(v i de  Bukt i  P- 4)  dan Model  B2- KWK.KPU (v ide  Bukt i  P- 4)  gabungan  

par ta i  pol i t i k  pengusung  Para  Penggugat  yang  membubuhkan  

tanda tangan  Ketua  dan  Sekre ta r i s  ser ta  dise r t a i  cap  par ta i  

po l i t i k  te rd i r i  dar i  1.  Par ta i  Buruh,  2.  Par ta i  Ser i ka t  

Indones ia ,  3.  Par ta i  Kebangk i t an  Nasiona l  Ulama,  4.  Par ta i  

Per juangan  Indones ia  Baru ,  5.  Par ta i  Kedaula tan ,  6.  Par ta i  

Pengusaha  dan Peker j a  Indones ia ,  7.  Par ta i  Demokras i  Pembaruan,  

8.  Par ta i  Persa tuan  Daerah ,  9.  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra ,  10.  

Par ta i  Keadi l an  dan  Persa tuan  Indones ia ,  11.  Par ta i  Kasih  

Demokras i  Indones ia ,  12.  Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l ,  13.  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa,  14.  Par ta i  Bin tang  Reformas i  dan  

15.  Par ta i  Republ i kan  Nusanta ra  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Sura t  Penca lonan  Para  

Penggugat  Model  B- KWK.KPU (v ide  Bukt i  P- 3) ,  Model  B1- KWK.KPU 

(v i de  Bukt i  P- 4)  dan Model  B2- KWK.KPU (v ide  Bukt i  P- 4)  te r sebu t  

d i  atas  sete lah  dihubungkan  dengan objek  sengketa  te rnya ta  dar i  

15  par ta i  po l i t i k  seper t i  te rsebu t  d i  atas  te rnya ta  hanya  13  
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Par ta i  Pol i t i k  sa ja  yang  di l akukan  ver i f i k a s i  o leh  Tergugat  

minus  Par ta i  Bin tang  Reformas i  dan Par ta i  Republ i kan  Nusanta ra ,  

se lan ju t nya  te rhadap  ke  13  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  sete lah  

di l akukan  ver i f i k a s i  o leh  Tergugat  te rnya ta  hanya  Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  yang  dinya takan  t i dak  mendukung  pasangan  Para  

Penggugat ,  seh ingga  dar i  12 par ta i  po l i t i k  yang  dinya takan  sah  

mengusung  Para  Penggugat  ber j umlah  55.661  suara  sah (v i de  Bukt i  

T- 2)  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  55.661  suara  sah  pengusung  Para  

Penggugat  yang  te l ah  dive r i f i k a s i  Terguga t  te r sebu t  j i ka  

di tambahkan  dengan  jumlah  suara  Par ta i  Bin tang  Reformas i  yang  

dalam  ob jek  sengketa  dinya takan  oleh  Tergugat  sebaga i  par ta i  

pengusung  Para  Penggugat  sebanyak  5.930  suara ,  maka  jumlah  

suara  sah  par ta i  po l i t i k  pengusung  Para  Penggugat  ada lah  61.591  

suara ,  seh ingga  te l ah  melampaui  batas  min imum suara  sah  bag i  

gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  mengajukan  pasangan  ca lon  

berdasarkan  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  3  Tahun  

2010 yakn i  58.750  suara  sah  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengu j i an  secara  yur i d i s  

subs tans i al  sebaga imana  per t imbangan  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

te rhadap  tun tu tan  Para  Penggugat  untuk  memer in tahkan  Terguga t  

agar  mengakomodi r  Para  Penggugat  sebaga i  Baka l  Pasangan  Calon  

yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  

dan  Waki l  Gubernur  Papua  Bara t  Tahun  2011  ser ta  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  Penetapan  baru  atau  sebutan  

la i n  untuk  menggant i kan  objek  sengketa  patu t  untuk  dikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  karena  ob jek  sengketa  te lah  te rbuk t i  

cacat  prosedura l  dan  substans ia l  maka  te rhadap  pelanggaran  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  baik  sebaga imana  dida l i l k a n  

Para  Penggugat  da lam  gugatannya  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  

lag i  dan  demi  te r j am innya  kepas t i an  hukum Tergugat  sepatu tnya  

melakukan  ver i f i k a s i  u lang  sebe lum menerb i t kan  sura t  keputusan  

yang  baru  seh ingga  t i dak  mengak iba tkan  kesa lahan  yang  sama 

dikemudian  har i  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  se lu ruh  tun tu tan  Para  
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Penggugat  te l ah  dikabu l kan ,  maka  gugatan  Para  Penggugat  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  

pula  menyampaikan  permohonan penundaan ,  untuk  i t u  Maje l i s  Hakim 

akan  mempert imbangkan  mengenai  dapat  t i daknya  permohonan  

penundaan  Para  Penggugat  d ikabu l kan  oleh  Maje l i s  Hakim ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  pasa l  67 ayat  (2 )  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

menegaskan  Para  Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  

pe laksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  di tunda  se lama  

pemer iksaan  sengketa  Tata  Usaha Negara  sedang  ber ja l an ,  sampai  

ada putusan  Pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  ;  

Menimbang,  bahwa untuk  mengabu lkan  atau  menolak  Permohonan  

Penundaan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  per lu  

memper t imbangkan  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  sangat  

mendesak  yang  berak iba t  kepent i ngan  Para  Penggugat  sangat  

d i rug i kan  dan  fak ta - fak ta  mengena i  kepent i ngan  umum dalam 

rangka  pembangunan  yang  mengharuskan  d i l aksanakannya  objek  

sengketa  a  quo  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  67  ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  te rungkap  se lama  proses  

Pers idangan  didapa tkan  fak ta  bahwa Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Bara t  te lah  melaksanakan  tahapan- tahapan  

pemi l i han  umum sampai  dengan  tahapan  penar i kan  nomor  uru t  

pasangan  ca lon ,  ha l  mana  apab i l a  te rhadap  objek  sengketa  

di tunda  pelaksanaannya  oleh  Pengad i l an  t i dak  akan  berpengaruh  

te rhadap  pemer iksaan  sengke ta  in  casu  dan  kepent i ngan  Para  

Penggugat  t i dak  dapat  lag i  te r l i n dung i ,  seh ingga  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  t i dak  adanya  kepent i ngan  Para  Penggugat  yang  sangat  

mendesak  untuk  menunda pelaksanaan  objek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan - per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  permohonan  
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penundaan  pelaksanaan  objek  sengke ta  yang  dimohonkan  Para  

Penggugat  harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa Tergugat  da lam  perkara  in i  ada lah  pihak  

yang  ka lah ,  maka dengan  berpedoman  pada  keten tuan  Pasa l  110  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  kepada  Tergugat  d ibeban kan untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  besarnya  akan  di t entukan  dalam amar  Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim 

akan  te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  sebaga i  bag ian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Memperhat i kan  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  

Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  Jo.  Undang- Undang 

Nomor  12  tahun  2008,  Keputusan  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Jo.  

Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor  14  Tahun  2011  ser ta  

Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya  yang  berka i t an  ;

 M E N G A D I  L I  

DALAM PENUNDAAN

Menolak  permohonan Penundaan Para  Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan  Ekseps i  Tergugat  mengenai  kewenangan  mengadi l i  

t i dak  dapat    d i t e r ima  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;
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2.  

Menyatakan  bata l  Sura t  Ber i t a  Acara  Nomor  18/BA/KPU-

PB/2011  Tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  Pleno  Penetapan  

Baka l  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

Papua Bara t  Tahun 2011 ;

3.  

Mewaj ibkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  Ber i t a  Acara  

Nomor  18/BA/KPU- PB/2011  Tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  

Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011 ;

4.  

Memer in tahkan  Tergugat  untuk  melakukan  Pleno  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Syara t  Penel i t i a n  

Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

Papua  Bara t  Tahun  2011  ulang  dengan  mengakomodi r  Para  

Penggugat  sebaga i  Bakal  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011  ser ta  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  te rba ru  untuk  menggant i kan  Ber i t a  Acara  

Nomor  18/BA/KPU- PB/2011  Tangga l  28  Apr i l  2011  Tentang  

Pleno  Penetapan  Baka l  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Syara t  Penel i t i a n  Admin is t r a s i  Pemi l i han  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Papua Bara t  Tahun 2011  ;

5.  

Menghukum Terguga t  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  191.000 , -  ( Sera tus  Sembi lan  Puluh  Satu  Ribu  Rupiah )  

;  
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Demik ian  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

har i  Jumat  tangga l  08  Ju l i  2011 ,  yang  te rd i r i  dar i  YUSUF 

NGONGO,  S. H. ,  se laku  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  ERICK  S.  

SIHOMBING,  S. H. ,  dan  MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H. ,  masing-

masing  se laku  Hakim Anggota .  Putusan  mana diucapkan  da lam 

Pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  

oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  ANANIAS 

RATAKURAI,  S.H. ,  se laku  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  yang  dihad i r i  o leh  Para  Penggugat  

Pr ins i pa l ,  Kuasa  Hukum Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum 

Tergugat  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S.  SIHOMBING, S.H. YUSUF NGONGO, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
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ANANIAS RATAKURAI,  S.H.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

150.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

6.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

5.000 , -

J  U M L A H Rp
.

191.000 , -

( Sera tus  Sembi lan  Puluh  Satu  

Ribu  Rupiah )
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